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ABSTRAKSI

Maria Avilla Cahya Arfanti, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Januari 2014, PELAKSANAAN SISTEM E-PROCUREMENT
DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH UNTUK 
MENCEGAH TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi di Dinas 
Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang), Dr. 
Bambang Winarno, S.H. S.U., M. Zairul Alam, S.H. M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalah mengenai Pelaksanaan Sistem E-
Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mencegah 
Terjadinya Persekongkolan Tender. pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh 
adanya berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang. Pengadaan barang/jasa 
yang bersumber dari APBN/APBD merupakan pengadaan barang jasa di 
lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. 
Meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada 
kenyataannnya terdapat banyak penyimpangan dan persekongkolan dalam 
pengadaan di lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, dibuatlah ketentuan 
mengenai kewajiban untuk melakukan pengadaan melalui sistem elektronik atau 
E-Procurement dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Penelitian ini 
mencoba menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan sistem e-procurement
dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya 
persekongkolan tender di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 
Bangunan Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan e-procurement
sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang 
Nomor 13 Tahun 2012. Hambatan yang terjadi adalah hambatan internal berupa 
keterbatasan SDM dan ketidaklancaran sistem dan hambatan eksternal yang 
dialami diantaranya kendala teknis, kendala non teknis berupa gangguan dari 
pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, penyedia barang/jasa yang 
belum memahami sistem e-procurement, dan keterbatasan perangkat dari 
penyedia barang/jasa. Belum adanya upaya yang dilakukan dapat mengakibatkan 
terhambatnya pelaksanaan yang dapat mengarah pada indikasi persekongkolan
sesuai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Kata kunci: E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Persekongkolan 
Tender
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ABSTRAC

Maria Avilla Cahya Arfanti, Faculty of Law, Brawijaya University, January 2014, 
IMPLEMENTING THE E-PROCUREMENT SYSTEM WITH REGARD TO 
THE GOVERMENT’S GOODS AND SERVICES TO MITIGATE THE RISK 
OF CONSPIRACY BETWEEN PARTIES. (Study on Public Works, Housing, 
and Building Inspection Office of the City Goverment of Malang), Dr. Bambang 
Winarno, S.H. S.U., M. Zairul Alam, S.H. M.H.

In this paper, the author raised  the issues of  Implementing the E-Procurement 
System with Regard to the Goverment’s Goods and Services to Mitigate the Risk 
of Conspiracy between Parties. The reason why search issues is being choosed by 
the author is that we caredly face many frauds on procurement process. The goods 
and services procurement which funded by APBN/APBD are the procurement 
process within goverment institution aiming to provide public goods and services. 
Although, it has been clearly stipulated by law, in fact, there are many fraud and 
colussion risk on the procurement system conducted by the goverment. Therefore, 
the provision regarding to the obligation to implement e-procurement has been 
issued in the form of Presidentiil Regulation Number 70 of 2012. The study 
focussed in analyze and identify of Implementing the E-Procurement System with 
Regard to the Goverment’s Goods and Services to Mitigate the Risk of 
Conspiracy between Parties on Public Works, Housing, and Building Inspection 
Office of the City Goverment of Malang. The study was conducted by the sosio-
juridic method. The result of this study concluded that the implementation 
procedure of e-procurement in accordance with Presidentiil Regulation Number 
70 of 2012 and the Decree of Malang City Major Number 13 of 2012. The issue 
appears on the study are the lack of human resources, system barriers and external 
barriers i.e. technical factor, non-technical factor from those who aim to earn 
illegal profit, vendor which do not understand the e-procurement system, and lack 
of vendor capability. The absence of any efforts to settle above problems can lead 
to the indication of an illegal conspiracy in accordance with the Guidelines of 
Article 22 Regarding the Prohibition of Illegal Bid-Rigging.

Keywords: E-Procurement, Goverment’s Goods and Services, Conspiracy
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi 

perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan 

jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan 

lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Pengadaan barang dan jasa pada umumnya bertujuan untuk 

memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai serta tepat 

waktu. 

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian 

atau penjualan barang di pasar secara langsung, kemudian berkembang ke 

arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen 

pertanggungjawaban, dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses 

pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa 

pihak, sehingga diperlukan etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan 

jasa untuk mengaturnya serta sebagai dasar penetapan kebijakan barang dan 

jasa.1  Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa 

adalah pihak pembeli atau pengguna, pihak penjual atau penyedia barang dan 

jasa, dan pihak panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan seluruh 

proses pengadaan.

                                                
1 Adrian Sutedi, Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai 

Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 1.
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Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau 

seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan 

pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk 

menyediakan barang jasa publik. Pengadaan barang dan jasa untuk 

kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat penggerak perekonomian, 

oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang jasa ini sangat 

penting.2 Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, diharapkan 

proses pengadaan barang jasa tersebut dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang 

sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat 

dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah 

sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip 

tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong efisiensi dan 

efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, 

swasta, dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang 

baik.3 Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik akan 

menghasilkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat serta memberikan 

sumbangan bagi perekonomian negara. 

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat 

berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk 

                                                
2 Hiralalitya, Faktor-Faktor Dominan Penghambat Pelaksanaan Sistem E-Procurement

dalam Pengadaan Barang dan Jasa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Studi di 
PT. Waskita Karya Jakarta), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, 2010, hal 2.

3 Adrian Sutedi, op. cit., hal 6.
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rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah.4 Adapun 

beberapa parameter pelayanan yang baik bagi masyarakat, yaitu:5

1. Adanya transparansi, yaitu pelayanan yang terbuka, praktis, semua pihak 

dapat mengaksesnya serta prosedurnya dipublikasikan secara luas 

sehingga masyarakat mudah mengerti.

2. Akuntabilitas, yaitu suatu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan perundang-undangan.

3. Kondisional dan fleksibel, yaitu pelayanan yang tidak kaku, menyesuaikan 

dengan budaya dan kemampuan masyarakat tetapi sesuai dengan aturan 

yang berlaku.

4. Partisipatif, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pelayanan publik 

terutama dalam bentuk pemberian masukan (aspirasi) menuju pelayanan 

yang lebih berkualitas.

5. Kesamaan hak, yaitu masyarakat semua memiliki hak yang sama untuk 

dilayani, tidak ada perlakuan istimewa bagi orang tertentu.

6. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima 

layanan memiliki hak serta kewajiban dan masing-masing harus saling 

menghargai serta mendukung.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bagian 

yang rawan terhadap KKN dan praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat. 

Kelemahan tersebut terbukti dengan begitu besarnya kasus korupsi yang 

terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditangani oleh 

                                                
4  Adrian Sutedi, op. cit., hal 46.
5 Peni Suprapto, Paradigma dan Implementasi Pelayanan Publik: Sumbangan Pemikiran 

Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Menuju Good Governance, Kanisius, Yogyakarta, 
2008, hal 57.
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KPK.6 Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikembangkan suatu sistem 

pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien dengan prosedur yang jelas, 

kelembagaan dan sumber daya manusia yang lebih baik, dan proses yang 

transparan serta akuntabel. 

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada awalnya diatur 

dalam Keppres RI No. 18/2000 yang kemudian berubah menjadi Keppres RI 

No. 80/2003.7 Meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan 

mengikat, pada kenyataannnya ada beberapa penyimpangan dalam proses 

pengadaan barang dan jasa.8 Dari beberapa kasus persekongkolan tender 

pengadaan barang/jasa yang diungkap oleh KPPU, dapat diuraikan beberapa 

titik rawan persekongkolan dalam tender yang umum dilakukan oleh 

pengguna dan penyedia barang/jasa, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengetatan persyaratan yang mengakibatkan tidak banyak penyedia 

barang/jasa yang dapat mengikuti tender dan hanya rekanan tertentu saja 

yang dapat menjadi peserta tender.

2. Meloloskan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan.

3. Melakukan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang 

seharusnya dilaksanakan dengan pemilihan langsung/lelang 

terbatas/terbuka.

4. Pengumuman tender pada media terbatas sehingga tidak semua penyedia 

barang/jasa dapat mengetahui informasi adanya tender tersebut.

                                                
6   Hiralalitya, loc. cit.
7 I Nyoman Alit, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem E-Procurement

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No.S-298/S MBU/2007 Jo Surat Keputusan 
Direksi Pertamina No.KPTS-5/C00000/2008-S0 Tentang Manajemen, Skripsi tidak 
diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hal 1.

8 Rum Riyanto, Seputar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LPMP Jawa Tengah
(online), http://www.lpmpjateng.go.id, diakses 15 Agustus 2013.
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5. Peserta tender sebenarnya tidak memiliki perusahaan yang dapat 

mengikuti tender tetapi mempunyai informasi adanya tender.

6. Peserta tender memasukkan pengalaman pengadaan barang/jasa 

perusahaan lain.

7. Peserta tender melakukan permainan harga dengan mengajukan harga 

yang jauh di bawah owner estimate dengan maksud memenangkan tender.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur persekongkolan 

yang dilarang yaitu persekongkolan untuk mengatur atau menentukan 

pemenang tender atau tindakan bid-rigging.9 Berdasarkan Pasal 22 Undang-

Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan 

merupakan suatu kegiatan yang dilarang dimana persekongkolan dilakukan 

dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang 

dilarang dilakukan tersebut terwujud dalam bentuk persekongkolan atau 

kerjasama dengan pihak lain yang secara langsung merugikan kepentingan 

dari pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya dan secara tidak 

langsung mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat yang 

dapat mengarah ke monopoli.10 Menurut Penjelasan atas Pasal 22 Undang-

Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud 

dengan tender dalam hal ini adalah tawaran mengajukan harga untuk 

                                                
9      Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal  90.
10  Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 34.
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memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk 

menyediakan suatu jasa.11

Persekongkolan tender yang dilakukan tidak jarang akan 

mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam 

kesepakatan dan dampak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian bagi 

pihak penyelenggara karena terdapat ketidakwajaran mengenai harga. Pada 

dasarnya, persekongkolan atau konspirasi bertentangan dengan keadilan 

karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penawar 

untuk mendapatkan objek barang jasa yang ditawarkan penyelenggara. Akibat 

dari persekongkolan tender yaitu penawar yang mempunyai itikad baik 

menjadi terhambat untuk masuk pasar dan tercipta harga yang tidak 

kompetitif. Dari hal-hal tersebut jelas bahwa dampak persekongkolan tender 

mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing maupun kepada 

masyarakat luas.12

Saat ini, peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 

diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan 

keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, 

akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam pengadaan 

                                                
11 Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, 

hal 83.
12 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya 

(Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 302.
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barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh 

barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat 

dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya 

bagi kelancaran tugas pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah ketentuan mengenai 

kewajiban untuk melakukan pengadaan melalui sistem elektronik atau E-

Procurement dalam peraturan tersebut. Sesuai dengan pasal 1 ayat 37 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pengadaan 

secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui pengadaan 

secara elektronik semua informasi disajikan secara transparan dan akuntabel 

serta semua orang dapat mengaksesnya.13 Para pihak yang terkait dalam 

pengadaan barang dan jasa kini lebih efisien dengan melakukan sarana 

teknologi informasi ini.14 Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sistem e-

procurement antara lain:15

1. Semua tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara 

online melalui internet sehingga proses menjadi efektif, efisien, dan 

transparan.

2. E-procurement ini diharapkan menjamin proses pengadaan barang dan 

jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat, serta persamaan 

                                                
13 Edy Waspan (Eds.), 1 Juni 2011, Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Solusi (Majalah Pengawasan), hal 13.
14     I Nyoman Alit, loc. cit.
15 E-Procurement, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (online), 

http://www.detiknas.org, diakses 27 September 2013.
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kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan 

barang dan jasa.

3. Memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang 

barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa.

4. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat 

antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga 

mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan 

jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang 

bersih dan bebas dari KKN.

Pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya praktek-praktek 

penyimpangan maupun mencegah terjadinya persekongkolan juga telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Selain berpedoman pada 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kota Malang telah membuat 

peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 

dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Peraturan tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, persaingan sehat, 

adil, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah 

Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang sebagai salah satu lembaga pemerintah di Malang telah melaksanakan 

pengadaan barang jasa pemerintah secara rutin setiap tahunnya dan telah 
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melaksanakan sistem e-procurement sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pelaksanaan sistem e-procurement  dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, 

persaingan yang sehat, adil, dan menghindari terjadinya penyimpangan serta 

mencegah persekongkolan yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya 

kerugian dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin 

membahas lebih dalam lagi mengenai “PELAKSANAAN SISTEM E-

PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH 

UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER 

(Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan

Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang 

akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang 

jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender di

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang? 
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2. Apa hambatan dalam pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan 

barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender 

di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang?

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan 

barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender 

di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian 

ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengidentifikasi

pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa 

pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender di Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengidentifikasi hambatan 

dalam pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa 

pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender di Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengidentifikasi upaya 

yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang dalam mengatasi hal-hal yang menjadi hambatan 
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dari pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa 

pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik 

penulis sendiri maupun pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi ilmuwan dan dosen yaitu dapat memberikan sumbangan 

penelitian dalam mengembangkan ilmu hukum perdata bisnis terutama

hukum persaingan usaha mengenai masalah pelaksanaan sistem e-

procurement dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk 

mencegah terjadinya persekongkolan tender. Dengan dikeluarkannya 

berbagai peraturan tentang pengadaan barang jasa pemerintah 

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan tender 

dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

b. Bagi mahasiswa bermanfaat sebagai perbandingan atas teori yang telah 

diperoleh selama masa perkuliahan dengan kondisi praktek di 

lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis dapat menambah wacana dan pengetahuan dalam proses 

pengembangan studi hukum persaingan usaha terutama mengenai 

pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa 

pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender.
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b. Bagi pemerintah dapat memberikan sumbangan pemikiran serta saran

mengenai hambatan pelaksanaan sistem e-procurement dalam 

pengadaan barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya 

persekongkolan tender.

c. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan wacana tentang 

pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa 

pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender. 

d. Bagi pihak penyedia barang jasa dapat memberikan pengetahuan dan 

memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terkait 

dengan proses pengadaan barang jasa.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang pemilihan judul, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan kajian umum tentang Sistem E-

Procurement, kajian umum tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 

serta kajian umum tentang persekongkolan tender.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis dan metode 

pendekatan, lokasi penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, 
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populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini.

4. BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Sistem E-Procurement 

Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya 

Persekongkolan Tender di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang”.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran dari peneliti sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang E-Procurement

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 

2012, pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan 

barang jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.16 E-

Procurement adalah suatu bentuk sistem baru dalam pengadaan barang/jasa 

yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta 

layanan masyarakat berbasis web.17 E-Procurement merupakan proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara 

elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi 

komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik 

yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).18

Penerapan pelelangan secara elektronik (E-Procurement) adalah:19

1. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan 

barang dan jasa pemerintah.

2. Meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan 

publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

                                                
16 Pasal 1 Ayat  37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17   Ranggaradika Prihandana, Upaya-Upaya Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat 

Terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E-Procurement,
Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hal 6.

18 E-Procurement, Sekretariat Jendral Kementrian Keuangan Republik Indonesia (online), 
http://www.setjen.depkeu.go.id, diakses 24 Maret 2013.

19    Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/SE/M/2010 Perihal Pelaksanaan Pemilihan 
Penyedia Barang Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
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3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sistem pengadaan secara elektronik (E-Procurement) dianggap sebagai 

alternatif solusi mengatasi persoalan pada pengadaan konvensional.20 Sistem 

E-Procurement yang mana merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

melalui media elektronik merupakan salah satu aplikasi yang mendukung 

terlaksananya prinsip transparansi dan fairness karena pada sistem ini para 

pihak dalam sistem pengadaan barang/jasa dapat mengetahui proses tawar 

menawar secara terbuka yang terjadi atau dilakukan oleh peserta penyedia 

barang/jasa yang mengikuti proses lelang.21

Sistem E-Procurement dalam pengadaan barang jasa bertujuan untuk 

menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam 

pengadaan barang/jasa melalui media elektronik antara panitia dan penyedia 

jasa. Menurut LKPP, pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan 

untuk:22

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.

4. Mendukung proses monitoring dan audit.

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

                                                
20 Nico Andrianto, Good e-Goverment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-

Goverment, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 216.
21 Riska Ulfasari Dewi, Implementasi Sistem E-Procurement PLN Sebagai Aplikasi 

Pendukung Good Corporate Governance (Studi di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan 
Jaringan Malang), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
2010, hal 6.

22 Tentang E-Procurement, E-Procurement Nasional LKPP (online), http://www.eproc.lkpp.go.id, 
diakses 25 September 2013.



16

Adapun manfaat dari sistem E-Procurement dalam pengadaan barang 

jasa antara lain:23

1. Mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar 

penyedia, maupun antar penyedia dan PPK/Panitia.

2. Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta 

masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. 

3. Menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun 

penyedia.

4. Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.

Melalui E-Procurement, proses pengadaan mengikuti ketentuan yang 

diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan 

akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan jasa yang telah 

mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang 

bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran 

mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Resiko panitia menjadi berkurang 

karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur 

baik yang disengaja maupun tidak.24 Dalam prakteknya, E-Procurement

mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi 

penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya, meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas, memudahkan sourcing dalam memperoleh data, lebih cepat dan 

                                                
23 E-Procurement, Sekretariat Jendral Kementrian Keuangan Republik Indonesia (online), 

http://www.setjen.depkeu.go.id, diakses 24 Maret 2013.
24 Kodar Udoyono, E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan 

Akuntabilitas di Kota Yogyakarta, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 3, Lembaga 
Pengkajian Kebijakan Publik (LKPP), Yogyakarta, 2012, hal 130.
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akurat, menciptakan situasi yang kondusif, serta menjamin terselenggaranya 

komunikasi online.25

B. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

1. Pengertian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pada dasarnya pengadaan barang jasa pemerintah sama dengan 

pengadaan barang jasa di lingkungan swasta. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 

barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 

seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.26 Pengadaan barang jasa 

pemerintah adalah tata cara yang dilakukan oleh suatu 

departemen/lembaga/instansi (pihak pengguna) untuk mendapatkan barang 

jasa yang telah direncanakan, dengan menggunakan metode dan proses 

tertentu, seperti pembelian langsung, pelelangan terbatas, pelelangan 

terbuka, atau penunjukan langsung.27

Pengertian dari pengadaan barang jasa pemerintah apabila diartikan 

secara kata perkata adalah sebagai berikut:28

                                                
25 Pelangi Ayuningtyas Saputro, E-Procurement untuk Kemudahan Transaksi, 2013, 

Kompasiana (online), http://www.kompasiana.com, diakses 23 September 2013.
26  Pedoman Praktis dan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2012, Aksara Sukses, 

Yogyakarta, hal 9.
27 Bahan Ajar Diklat Pengadaan Barang dan Jasa: Mata Pelajaran “Pengertian, Dasar

Pendanaan, Pelaku, konsepsi, Cakupan, dan Siklus Pengadaan Barang Jasa Pemerintah’,
Depkeu RI, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Anggaran, Jakarta, 2005, hal 8.

28   Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
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a) Pengadaan, dapat diartikan sebagai membuat menjadi ada, 

menyelenggarakan, melaksanakan, dan menyediakan.

b) Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau 

berjasad).29

c) Jasa adalah pelayanan servis, sesuatu yang berguna bagi orang lain, 

bangsa, dan negara.

d) Pemerintah adalah lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan 

memajukan negara dan rakyatnya. 

Pada prakteknya, pengadaan barang dan jasa disamakan dengan 

lelang, tapi istilah lelang sendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan 

pengadaan barang dan jasa (tender). Lelang diartikan sebagai penjualan 

barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 

atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 

tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.30 Pengumuman 

lelang yaitu pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya lelang 

dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan 

kepada pihak yang berkepentingan.31

Terdapat sedikit perbedaan antara pengertian tender dan lelang 

meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengerjakan 

pekerjaan atau mempersiapkan pengadaan barang yang diminta oleh 

pemerintah. Istilah lelang mengandung unsur jual beli, sedangkan istilah 

                                                
29 http://www.artikata.com, diakses 19 September 2013.
30 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang.
31 Renvoi (Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertahanan dan Hukum, Jembatan Informasi 

Rekan),  Nomor 12/96 Mei 2011, Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PT. Jurnal Renvoi 
Mediatama, Jakarta, hal 84.
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pengadaan barang jasa atau tender ditekankan pada kegiatan transaksi

untuk memperoleh atau mendapatkan barang/jasa dan pemborongan 

pekerjaan secara lelang dalam rangka pelaksanaan APBN.32

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan oleh semua 

instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam setiap kegiatan 

belanja negara tiap tahunnya yang dibiayai oleh keuangan negara. 

Keuangan negara merupakan harta kekayaan negara yang datang dari 

penerimaan negara, yang dipergunakan untuk membiayai segala proses 

pengurusan, pengelolaan, dan penyelenggaraan negara.33 Penyelenggaraan 

tugas-tugas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut harus 

dilaksanakan secara efisien dan hemat karena bisa saja terjadi inefisiensi

dalam pelaksanaannya. Pemerintah sendiri menganggap perlu membuat 

suatu peraturan yang mengatur dan menertibkan pelaksanaan pengadaan 

dan investasi barang/jasa pemerintah agar pengadaan tersebut berjalan 

secara efektif dan efisien.34 Selain itu, peraturan tersebut diharapkan dapat 

mencegah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terhindar dari 

praktek-praktek KKN dan persekongkolan serta dapat menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

                                                
32 Marzuqi Yahya dan Endah Fitri S., Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

Laskar Aksara, Jakarta, 2012, hal 6.
33  Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis), PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 3.
34 Diah Ila, Penerapan Pasal 17 Ayat (5) KEPPRES NO. 80/2003 tentang Penunjukan 

Langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Persaingan 
Usaha, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hal 4.
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Pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah 

digolongkan menjadi beberapa pengadaan. Pengadaan-pengadaan tersebut 

antara lain:35

a) Pengadaan barang

Barang yang dimaksudkan adalah benda dalam berbagai bentuk 

dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang 

jadi atau peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK).

b) Pengadaan jasa konsultasi

Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam 

berbagai bidang untuk mencapai sasaran tertentu yang keluarannya 

berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan 

kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK). Jasa konsultasi mencakup jasa konsultasi konstruksi dan non 

konstuksi. Ruang lingkup jasa konsultasi konstruksi meliputi jasa 

perencanaan atau pengawasan konstruksi yang meliputi pekerjaan 

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan yang hasil 

pekerjaannya dapat berupa bangunan atau bentuk fisik lain, yaitu tata 

ruang dalam, tata ruang luar, penghancuran bangunan, dan 

pemeliharaan bangunan.

c) Pengadaan jasa pemborongan

Jasa pemborongan merupakan layanan pekerjaan pelaksanaan 

konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan 

                                                
35 Alexandra, Tips Menang Tender: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, PPM, Jakarta, 

2009, hal 1.
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spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 

proses serta pelaksanaannya diawasi oleh PPK.

d) Pengadaan jasa lainnya

Jasa lainnnya yang dimaksudkan adalah segala pekerjaan dan 

atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan 

pemasokan barang.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), anggota panitia, peserta lelang dan pihak terkait lainnya 

wajib mematuhi etika yang diatur dalam pasal 5 Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya dengan 

tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut:36

a) Berusaha untuk mempengaruhi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

atau anggota panitia dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung

maupun tidak langsung untuk dapat memenuhi keinginan peserta 

lelang pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan 

dan prosedur dalam dokumen seleksi, dan atau perundang-undangan

yang berlaku.

b) Peserta lelang membuat dan atau menyampaikan dokumen dan 

keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan 

pengadaan barang jasa.

                                                
36 Ibid, hlm 5.
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2. Etika Pengadaan Barang Jasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 

moral (akhlak).37 Berdasarkan Kamus Hukum etika merupakan suatu studi 

mengenai kehendak manusia, yaitu yang berhubungan dengan keputusan 

tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia.38

Etika dalam pengadaan barang barang dan jasa adalah perilaku yang baik 

dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud 

perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap 

tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan 

tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk 

kepentingan/keuntungan pribadi/kelompok dengan merugikan pihak lain.

Etika pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 5 adalah:39

a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk 

mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

pengadaan barang/jasa.

b) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta 

menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang 

seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

dalam pengadaan barang/jasa.

                                                
37     http://kbbi.web.id, diakses 12 September 2013.
38  Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality

Publisher, Surabaya, 2009, hal 195.
39    Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta, 2009, hal

7.
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c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 

pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses 

pengadaan barang/jasa (conflict of interest). 

f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 

keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak 

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 

h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada 

siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan 

pengadaan barang/jasa.

3. Prinsip Pengadaan Barang Jasa

Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar 

berpikir/berprilaku.40 Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan 

kepada Panitia Pengadaan/Pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan 

keputusan dan tindakan. Prinsip-prinsip pengadaan bertujuan untuk 

                                                
40   Marwan dan Jimmy P., op. cit., hlm. 195.
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menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya efisiensi, partisipasi, 

dan persaingan yang sehat antara penyedia barang jasa, serta menjamin 

rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, 

proses pengadaan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik 

dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran 

pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Adapun beberapa prinsip pengadaan yang terdapat dalam ketentuan 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu:41

a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan 

yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 

c) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka 

bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan 

melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang 

setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan 

dan prosedur yang jelas dan transparan. 

d) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 

pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi 

pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon 

                                                
41   Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, op. cit.,  hlm 5.
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penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia 

barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 

e) Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang 

sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah 

untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan

alasan apapun.

f) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan 

maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-

prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

4. Kebijakan Umum Pengadaan Barang Jasa

Berdasarkan Kamus Hukum kebijakan merupakan sesuatu yang 

menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan 

dan kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi.42 Kebijakan 

umum pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah diatur dalam 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Kebijakan umum pengadaan 

barang jasa pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan 

pengadaan barang jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. 

Adapun kebijakan umum pengadaan barang dan jasa berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 4, diantaranya sebagai 

berikut:43

                                                
42   Marwan dan Jimmy P., loc. cit.
43 Pedoman Teknis dan Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan Standar Pelelangan Nasional dalam Pelaksanaan 
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a) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun 

dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas 

lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam 

rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri 

pada perdagangan internasional.

b) Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan 

kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.

c) Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses 

pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

d) Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab 

pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia 

barang/jasa.

e) Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

f) Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

g) Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan 

di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

h) Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan 

barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada 

setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

                                                                                                                                     
Pengadaan Barang/Jasa, Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan (KPDK) Pusat dan 
Yayasan Bina Akuntansi dan Keuangan, Jakarta, 2005, hal 251.
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C. Tinjauan Umum tentang Persekongkolan Tender

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tender

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku 

usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip 

persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, 

kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. 

Tindakan lain yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan 

menentukan pemenang tender sebagaimana diatur oleh pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah (government procurement), 

BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang 

dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan 

oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan 

jasa.44 Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran 

(oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal 

                                                
44 Agus Kuncoro, 8 Cara Cerdas Mengikuti Tender, Jurnal Pengadaan (Senarai Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),  
Jakarta,  2011, hal 77.
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penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup 

tawaran mengajukan harga untuk:45

1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan

2) Mengadakan barang dan jasa

3) Membeli suatu barang dan jasa

4) Menjual suatu barang dan jasa

2. Pengertian Persekongkolan dalam Tender

Persekongkolan (conspiracy) memiliki arti komplotan/persekutuan 

dalam menjalankan kejahatan.46 Berdasarkan Black’s Law Dictionary, 

persekongkolan (conspiracy) adalah “an agreement by two or more 

persons to commit an unlawful purpose”.47 Berdasarkan pengertian 

tersebut, secara singkat dapat diartikan bahwa persekongkolan merupakan 

kerjasama antara dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk 

melakukan perbuatan melawan hukum.

Persekongkolan atau konspirasi menurut pasal 1 angka 8 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk 

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol. Bentuk kegiatan persekongkolan tidak harus dibuktikan 

                                                
45 Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal 11.
46  Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 162.
47 Garner, Bryan A. (Ed.), Black’s Law Dictionary (Seventh Edition), West Group, St. Paul, 1999, 

hal 305.
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dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang 

tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.48

Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa 

negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan 

pesaing dalam suatu tender. Persekongkolan dalam tender menurut pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua 

pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas 

merupakan perbuatan curang karena pada dasarnya tender dan 

pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia walaupun tender yang 

dilakukan secara terbuka.49 Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan 

secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, 

penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, 

menyetujui dan memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak 

menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta 

tender tertentu.50 Persekongkolan dalam tender mengakibatkan 

terbentuknya sifat kolusif yang bertujuan untuk menghapus dan bahkan 

meniadakan persaingan serta menaikan harga.51

                                                
48 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2004, hal 79.
49    Ibid, hlm 80.
50   Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, op. cit., hal 15.
51   Budi Kagramanto,  Persekongkolan Tender Ciptakan Persaingan Usaha Tak Sehat, 2010, 

Surabaya Pagi (online), http://www.surabayapagi.com, diakses 15 Agustus 2013.
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Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu:52

1) Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang 

terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. 

Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan 

dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. 

2) Persekongkolan Vertikal

Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang 

terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. 

Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender 

atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau 

pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa 

peserta tender. 

3) Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan 

persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna  

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku 

usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat 

melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah 

satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif dimana baik panitia 

                                                
52    Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, loc. cit.
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tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu 

proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat 

atau menghambat persaingan usaha adalah:53

1) Tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan 

secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat 

dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya.

2) Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku 

usaha dengan kompetensi yang sama.

3) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang 

mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku 

usaha lain untuk ikut.

Berikut ini adalah beberapa indikasi persekongkolan dalam 

tender:54

1) Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi:

a) Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan 

tender/lelang secara terbuka.

b) Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan waktu 

penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang 

yang hanya dapat disuplai oleh salah satu pelaku usaha tertentu.

c) Tender atau lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua 

peserta tertentu yang dapat mengikuti atau melaksanakannya.

                                                
53 Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, op. cit., hlm 18.
54 Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, loc. cit.
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d) Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang atau 

jasa.

e) Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi daripada 

nilai dasar lelang.

f) Penetapan tempat dan waktu lelang sulit dicapai dan diikuti.

2) Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia, antara lain 

meliputi:

a) Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan 

sehingga mudah dipengaruhi.

b) Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.

c) Susunan dan kinerja panitia tidak diumumkan atau cenderung 

ditutup-tutupi.

3) Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra 

lelang, antara lain meliputi:

a) Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan 

mengarah kepada pelaku usaha tertentu.

b) Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai 

spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan waktu penyerahan barang 

dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.

c) Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan waktu 

pengumuman tender/ lelang.

d) Adanya pelaku usaha  yang diluluskan dalam prakualifikasi 

walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan.
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e) Panitia memberikan perlakukan khusus/istimewa kepada pelaku 

usaha tertentu.

f) Adanya persyaratan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak 

diberitahukan kepada semua peserta.

g) Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau panitia 

atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung 

dengan tender/lelang (benturan kepentingan).

4) Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk 

mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen 

tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang 

yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi 

barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.

5) Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, 

antara lain meliputi:

a) Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.

b) Informasi dan pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat 

tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara informasi yang lebih 

lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu.

c) Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan 

jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang 

tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat 

publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak 

menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.
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d) Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran 

iklan yang sangat kecil atau pada bagian surat kabar yang 

seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target 

tender/lelang.

6) Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen 

tender/lelang, antara lain meliputi:

a) Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh 

calon peserta tender/lelang.

b) Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat 

terbatas.

c) Alamat atau pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan 

oleh calon peserta tender/lelang.

d) Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/ 

lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan 

dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.

7) Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri 

atau harga dasar lelang, antara lain meliputi:

a) Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas 

satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.

b) Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada 

pelaku usaha tertentu.

c) Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan 

pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.
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8) Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house

lelang, antara lain meliputi:

a) Informasi atas barang dan jasa yang ditender atau dilelang tidak 

jelas dan cenderung ditutup-tutupi.

b) Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang 

terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat 

menyetujuinya.

c) Panitia bekerja keras secara tertutup dan tidak memberi layanan 

atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.

d) Salah satu atau calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan 

tertutup dengan panitia.

9) Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan 

dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:

a) Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.

b) Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-

sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.

c) Adanya penawaran yang diterima oleh panitia dari pelaku usaha 

yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau 

proses administrasi.

d) Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir 

sebelum memasukkan penawaran.

e) Adanya pemindahan lokasi atau tempat penyerahan dokumen 

penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.
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10) Indikasi persekongkolan pada saat eveluasi dan penetapan pemenang 

tender/lelang, antara lain meliputi:

a) Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta 

tender/ lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.

b) Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari 

harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha 

yang sama.

c) Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang 

hampir sama.

d) Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang 

berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, 

tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

e) Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta 

tender/lelang tertentu.

f) Adanya beberapa dokumen penawaran tender/ lelang yang mirip.

g) Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh 

panitia.

h) Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan 

tersembunyi.

i) Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam 

memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan 

beberapa tender atau lelang sebelumnya.

11) Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, 

antara lain meliputi:
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a) Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman 

tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang 

memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa 

yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama 

pengirim yang kurang jelas.

b) Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan tidak 

jelas.

c) Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung 

berdasarkan giliran yang tetap.

d) Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang 

secara terus menerus di wilayah tertentu.

e) Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang 

tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan 

alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.

12) Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain 

meliputi:

a) Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang.

b) Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.

13) Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/ 

lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:

a) Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan 

sebelum proses sanggahan diselesaikan.

b) Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami 

penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
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c) Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.

d) Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting 

yang seharusnya menjadi yang tidak terpisahkan dalam kontrak.

e) Penandatanganan dilakukan secara tertutup.

f) Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang 

tidak dapat dijelaskan.

14) Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan evaluasi pelaksanaan, 

antara lain meliputi:

a) Pemenang tender/lelang mensub-contrakkan pekerjaan kepada 

perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender 

atau lelang tersebut.

b) Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan 

ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan 

dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan 

dalam tender dapat merugikan dalam bentuk:55

1) Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal 

daripada yang sesungguhnya.

2) Barang atau jasa yang diperoleh seringkali lebih rendah dari yang akan 

diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.

                                                
55    Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, op. cit., hal 24.



39

3) Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh 

kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.

4) Nilai proyek untuk tender pengadaan barang jasa menjadi lebih tinggi 

akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. 

Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang 

pembiayaannya melalui APBN, maka persekongkolan tersebut 

berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

3. Karakteristik dan Upaya Mencegah Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender dapat terjadi pada setiap industri dengan 

berbagai ciri dan peluang terjadinya perilaku tersebut. Walaupun peluang

terjadinya persekongkolan berbeda antara satu industri dengan industri 

lainnya. Berikut ini adalah karakteristik terjadinya persekongkolan dalam 

proses tender:56

a. Jumlah perusahaan yang sedikit.

b. Terdapat hambatan masuk pasar pada industri bersangkutan.

c. Kondisi pasar.

d. Perilaku asosiasi perusahaan.

e. Pengadaan yang berulang kembali.

f. Produk atau jasa yang mirip atau sederhana.

g. Substitusi yang sedikit.

h. Tiadanya perubahan teknologi.

                                                
56   Erwin Syahril, Upaya Mencegah Persekongkolan Tender pada Belanja Barang dan Modal  

Pemerintah, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 7, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik 
Indonesia,  Jakarta, 2012, hal 63. 
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Terjadinya persekongkolan pada proses tender dimungkinkan oleh 

lemahnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, 

persekongkolan berpeluang terjadi karena panitia kurang mampu 

mendeteksi perilaku dan ciri-ciri awal terjadinya persekongkolan itu 

sendiri.57 Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya persekongkolan tender, yakni:58

a. Mencari informasi lengkap sebelum menyusun proses pengadaan.

Mengumumkan informasi atas rangkaian proses produk atau 

jasa yang tersedia di pasar untuk memenuhi keinginan pembeli, serta 

mendapatkan informasi pemasok potensial atas produk tersebut 

merupakan cara terbaik bagi panitia tender. Hal ini dimaksudkan agar 

panitia tender dapat menyusun proses pengadaan dengan baik dan 

menggunakan dana dengan baik. 

b. Membuat proses tender yang memungkinkan partisipasi penawar 

potensial.

Persaingan yang efektif dapat dicapai bila sejumlah penawar 

yang kredibel mampu merespon undangan tender dan memiliki insentif 

untuk berkompetisi dalam mendapatkan kontrak. Partisipasi dalam 

tender dapat difasilitasi jika panitia tender mengurangi biaya 

pengadaan, menetapkan ketentuan partisipasi yang tidak membatasi 

persaingan, memperkenankan perusahaan dari wilayah atau negara lain 

dapat berpartisipasi atau mengembangkan cara untuk 

                                                
57 Ibid., hlm. 52.
58 Ibid., hlm. 53.
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memperkenankan perusahaan kecil berpartisipasi seandainya mereka 

tidak dapat menawar keseluruhan kontrak.

c. Menentukan persyaratan dengan jelas dan menghindari perkiraan.

Merancang spesifikasi atau kerangka kerja adalah langkah 

dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang rawan spekulasi, 

penipuan, dan korupsi. Spesifikasi harus dirancang untuk menghindari 

kerancuan dan harus jelas dan komprehensif tetapi bukan 

diskriminatif. Bagaimana persyaratan tender ditulis berdampak pada 

jumlah dan tipe pemasok yang tertarik untuk mengikuti proses tender, 

dan berdampak pada keberhasilan proses seleksi. Semakin jelas 

persyaratannya akan semakin mudah bagi pemasok potensial dalam 

memahaminya, dan mereka akan lebih yakin untuk mempersiapkan 

dan menyampaikan dokumen penawarannya. Kejelasan tidak harus 

dicampuradukkan dengan perkiraan. Semakin dapat diperkirakannnya 

jadwal pengadaan dan kuantitas dijual atau dibeli yang tidak berubah 

dapat memfasilitasi kolusi. Sebaiknya jumlah yang tinggi dan 

frekuensi pengadaan yang lebih sedikit akan meningkatkan insentif 

bagi peserta tender untuk bersaing.

d. Merancang proses tender yang secara efektif mengurangi komunikasi 

di antara peserta tender.

Panitia tender harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat 

menimbulkan kolusi ketika merancang proses tender. Efisiensi proses 

pengadaan tergantung pada model penawaran yang digunakan, tetapi 

juga pada bagaimana tender tersebut dibuat dan dilakukan. Persyaratan 
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transparansi sangat penting bagi prosedur pengadaan yang berhasil 

dalam mengatasi korupsi. Proses ini harus dilakukan secara seimbang, 

untuk memfasilitasi kolusi melalui  diseminasi informasi yang 

melebihi kondisi seharusnya. 

e. Berhati-hati dalam memilih kriteria untuk mengevaluasi dan 

mengumumkan pemenang tender.

Seluruh kriteria berdampak pada intensitas dan keefektifan 

kompetisi dalam proses tender. Keputusan menetapkan kriteria yang 

digunakan tidak hanya penting untuk proyek ini saja, tetapi juga dalam 

memelihara peserta tender potensial yang menunjukkan 

ketertarikannya di tender selanjutnya. Oleh karena itu sangat penting 

untuk menentukan seleksi kualifikasi dan mengumumkan kriteria yang 

dipilih sehingga penawar yang kredibel termasuk pengusaha kecil dan 

menengah tidak dihambat secara tidak layak.

f. Meningkatkan kesadaran di antara peserta tender mengenai resiko 

persekongkolan dalam pengadaan.

Pelatihan profesional penting untuk memperkuat kesadaran 

panitia pengadaan mengenai isu persaingan usaha pada pengadaan 

barang atau jasa. Upaya mengatasi persekongkolan akan lebih efektif 

jika didukung oleh informasi historis perilaku penawaran, dengan cara 

melakukan monitoring atas aktivitas pengadaan dan dengan melakukan 

analisa performa atas data pengadaan. Ini akan menolong lembaga 

yang melakukan pengadaan untuk mengidentifikasi situasi yang 

dihadapi. Juga perlu dicatat bahwa persekongkolan tender mungkin 
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tidak hanya dapat dibuktikan pada satu tender. Seringkali bentuk 

kolusi terungkap ketika dilakukan analisa atas beberapa tender dalam 

suatu penawaran tertentu.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian 

yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, karena

meneliti tentang pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang 

jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender. Selain itu, 

penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hambatan serta upaya 

dalam pengadaan barang jasa pemerintah melalui sistem e-procurement yang 

dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan

Kota Malang.

Dalam jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan secara yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian 

ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.59 Penelitian 

ini menggunakan cara dengan  mendasarkan pada peraturan-peraturan yang 

berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan 

beserta aspek-aspek sosialnya. Metode pendekatan dimaksudkan bahwa 

penelitian didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan serta 

pengkajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini tidak terlepas dari 

peranan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

                                                
59 Ronny Hanitijo S., Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang,

1998, hal 65.
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B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Adapun alasan penulis 

memilih lokasi tersebut karena Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang merupakan salah satu lembaga 

pemerintah yang telah melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah

secara rutin setiap tahunnya dan telah melaksanakan sistem e-procurement

sehingga memudahkan penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan 

sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk 

mencegah terjadinya persekongkolan tender.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer 

dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berupa keterangan-keterangan 

yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yang 

dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data 

sekunder yang ada. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara langsung dengan para pihak yang 

kemudian dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan. Metode 

wawancara langsung berarti peneliti (pewawancara) berhadapan 
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langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal 

yang diinginkan dan jawaban yang dicatat oleh pewawancara.60

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan (library research), yaitu:

1) Studi kepustakaan atau literatur, yaitu menggunakan berbagai buku 

atau literatur yang membantu dan menunjang dalam menjelaskan 

dan memaparkan hasil penelitian ini khususnya bidang perdata 

bisnis dalam kaitannya dengan lembaga pemerintah yang 

menggunakan sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa 

pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender.

2) Penelusuran internet dan kliping koran, yaitu berita-berita dan 

informasi yang terjadi di lingkungan secara nyata dalam 

masyarakat yang terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah

dengan sistem e-procurement.

3) Penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, 

yaitu berbagai peraturan yang berhubungan dengan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah dengan sistem e-procurement.

2. Sumber Data

Dalam memperoleh data dan mengumpulkan data maka penulis 

melakukan beberapa studi  atau penelitian, yaitu:

                                                
60 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004, hal 72.
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a. Data primer

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung 

untuk memperoleh data primer, guna mengetahui dari segi praktisnya 

dari data yang bersifat teoritis. Sumber data primer dalam penelitian 

ini berasal dari hasil wawancara langsung dengan narasumber, yaitu 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang mudah diolah dan didapat 

melalui penelitian kepustakaan (Library research). Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari:

1) Dokumen-dokumen resmi berkaitan dengan pengadaan barang jasa 

melalui sistem e-procuerment yang dilakukan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Malang. 

2) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

3) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya.

4) Perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungan dengan 

penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang 

diperoleh secara teknis.

5) Situs-situs internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:
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1. Data primer dilakukan dengan cara:

a. Interview/wawancara yang dilakukan kepada para subjek penelitian 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian, yaitu Bapak Yani Prasetyo, Ibu Theresia Teryl, dan 

Bapak Uuk Arif Pujiutomo selaku Panitia pengadaan di Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang dan Bapak Lilik Supriyadi dari PT. Bulan Terang Utama 

selaku pihak penyedia barang/jasa.

b. Observasi yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang. 

2. Data sekunder diperoleh melalui:

a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari buku atau 

literatur yang membantu dan menunjang dalam menjelaskan dan 

memaparkan hasil penelitian ini khususnya bidang perdata bisnis 

dalam kaitannya dengan lembaga pemerintah yang menggunakan 

sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk 

mencegah terjadinya persekongkolan tender.

b. Penelusuran internet, yaitu berita-berita dan informasi yang terjadi di 

lingkungan secara nyata dalam masyarakat yang terkait pengadaan 

barang dan jasa pemerintah dengan sistem e-procurement.

c. Penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, 

yaitu berbagai peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang 

dan jasa pemerintah dengan sistem e-procurement seperti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
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Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden RI Nomor 70 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan 

Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman 

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pedoman 

Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh 

gejala-gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.61

Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan dari objek penelitian dalam 

pengadaan barang jasa pemerintah melalui sistem e-procurement yang 

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang.

2. Pihak calon atau penyedia barang jasa.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dimana 

pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi.62 Dalam hal ini setiap 

anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dijadikan 
                                                
61 Ibid, hlm 38.
62 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 

hal 106.
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sebagai sampel dalam penelitian. Pemilihan dilakukan dengan memilih 

stakeholder yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah melalui 

sistem e-procurement di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini yaitu 

stakeholder seperti Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dan pihak calon 

penyedia barang jasa yang akan mengikuti atau telah mengikuti penawaran di 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang. Pengambilan sampel berdasarkan pada kualitas jawaban dari setiap 

individu yang mempunyai kualifikasi. Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang.

2. Pihak calon atau penyedia barang jasa yang ikut serta dalam pelaksanaan 

pengadaan barang di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang.

Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk 

kepentingan penelitian, dalam hal ini adalah:

1. 3 orang di bagian panitia pengadaan barang jasa di Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, yaitu Bapak 

Yani Prasetyo, Ibu Theresia Teryl, dan Bapak Uuk Arif Pujiutomo.

2. 1 orang dari pihak calon atau penyedia barang jasa yang melakukan 

penawaran dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang, yaitu Bapak Lilik Supriyadi dari PT. Bulan 

Terang Utama.
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F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan penelitian empiris, 

teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah uraian yang dilakukan 

terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi 

dengan uraian-uraian kalimat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

dan dihubungkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta pendapat para ahli. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari permasalahan.

G. Definisi Operasional 

1. E-Procurement adalah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan.63

2. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan 

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa.64

                                                
63 Pasal 1 Ayat 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
64 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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3. Persekongkolan tender adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku 

usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun 

dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.65

                                                
65 Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender,  loc. cit.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang

1. Lokasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan 

Kota Malang terletak di Jalan Bingkil 1 Malang dengan nomor telepon 

(0341) 365226. 

2. Dasar Hukum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan 

Kota Malang berpedoman pada:66

a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah.

b. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang

a) Visi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan 

Kota Malang

                                                
66 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan, Pemerintah Kota Malang

(online), http://malangkota.go.id, diakses 9 Juni 2013.
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Untuk mendukung upaya perwujudan Visi Kota Malang yang 

dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kota Malang Tahun 2009-2013, maka Dinas Pekerjaan Umum Daerah 

Kota Malang dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan, berupaya mewujudkan pemanfaatan ruang 

dan pembangunan/penyediaan infrastruktur perkotaan, prasarana dan 

sarana permukiman dan penyediaan gedung daerah dan fasilitas umum 

yang memadai, untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, 

peningkatan nilai perlindungan terhadap tempat hunian 

masyarakatnya, peningkatan pelayanan pemerintah kota dan 

peningkatan nilai ekonomi dan estetika kawasan/lingkungan, maka visi 

Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Malang adalah:

“Terwujudnya sarana dan prasarana kota dan lingkungan 

permukiman yang berkualitas untuk pertumbuhan dan perkembangan 

kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

b) Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan 

Kota Malang

Untuk mewujudkan visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, 

maka misi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam 

penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, 

gedung daerah dan fasilitas umum;
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2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana 

permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;

3) Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kebakaran;

4) Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian mutu bahan bangunan 

dan perbengkelan;

5) Meningkatkan kualitas penataan tata ruang, optimalisasi 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

6) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum penunjang 

peningkatan kinerja aparatur.

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Wewenang dari Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang

a. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang:67

                                                
67 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum (online), 

http://pu.malangkota.go.id, diakses 9 Juni 2013.
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Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang

Sumber: Data Primer, diolah, 2013
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan 

Umum Daerah (DPUD) Kota Malang dibentuk dengan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah, merupakan penggabungan antara Dinas Permukiman dan 

Prasarana Wilayah (Kimpraswil) dan Dinas Pengawasan Bangunan 

dan Pengendalian Lingkungan, dengan struktur organisasi terdiri atas:

1) Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas

2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat Dinas, terdiri atas:

a) Bidang Perencanaan, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan Teknis

2. Seksi Penyuluhan dan Pengaduan

3. Seksi Pelaporan 

b) Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

1. Seksi Jalan

2. Seksi Jembatan

3. Seksi Drainase dan Sumber Daya Air

c) Bidang Cipta Karya, terdiri atas:

1. Seksi Perkotaan dan Permukiman

2. Seksi Pembangunan Gedung

3. Seksi Air Bersih dan Air Limbah

d) Bidang Tata Bangunan, terdiri atas:

1. Seksi Bangunan

2. Seksi  Penataan Ruang

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
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3) Unsur Pelaksana, yaitu:

4) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran

5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbengkelan dan Uji Mutu 

Bahan

b. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Malang 

saat ini sebanyak 118 orang, terdiri dari 116 Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan komposisi 

sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Personil Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGKAT GOL. RUANG JUMLAH TOTAL %
1. Pembina Utama Madya IV/ D - 6 5,1

Pembina Utama Muda IV/ C -
Pembina Tingkat I IV/ B 3
Pembina IV/ A 3

2. Penata Tingkat I III/ D 10 55 47,8
Penata III/ C 9
Penata Muda Tingkat I III/ B 16
Penata Muda III/ A 20

3. Pengatur Tingkat I II/ D 2 49 42,7
Pengatur III/ C 9
Pengatur Muda Tingkat I III/ B 16
Pengatur Muda III/ A 23

4. Juru Tingkat I I/ D 3 5 4,2
Juru I/ C 1
Juru Muda Tingkat I I/ B -
Juru Muda I/ A 1
TOTAL - 116 116 100

5. PTT/ SUKWAN - 2

Sumber: Data Primer, diolah, 2013
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Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar PNS Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Malang 

pada golongan III (47,8%) diikuti golongan II (42,7%) dan 

golongan IV (5.1%) dan terakhir golongan I (4,2%).

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota 

Malang, tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Daerah 

mempunyai fungsi yang terdiri dari:68

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan 

umum;

b) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renja) di bidang pekerjaan umum; 

c) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, 

pengawasan dan pengendalian sumber daya air; 

d) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengusahaan 

serta pengawasan jalan kota; 

e) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan 

drainase; 

                                                
68   Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Nomor: 188.471/731/35.73.301/2011 tentang 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009-2013, hal 8.
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f) Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan; 

g) Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pekerjaan umum; 

h) Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pekerjaan umum; 

i) Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi; 

j) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 

k) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

l) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); 

m) Pelaksanaan pencatatan sipil; 

n) Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi; 

o) Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan; 

p) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

q) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

r) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

s) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum; 

t) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

u) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 

v) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 
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w) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

6. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang

Sebagai upaya mewujudkan misi yang telah ditetapkan dan dengan 

memperhatikan kondisi dan potensi yang ada, maka tujuan yang akan 

dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang adalah:69

a) Mengoptimalkan perencanaan teknis pembangunan infrastruktur 

perkotaan, saranan dan prasarana permukiman, gedung daerah dan 

fasilitas umum yang efektif dan efisien serta pengendalian 

pelaksanaannya.

b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan 

infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah 

dan fasilitas umum, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan dan sarana 

prasarana permukiman.

c) Meningkatkan upaya dan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam 

mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran.

d) Meningkatkan upaya dan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam 

pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan untuk menunjang 

peningkatan pendapatan asli daerah.

                                                
69 Ibid., hlm 17.
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e) Mewujudkan percepatan penataan ruang (tata ruang dan pemanfaatan 

ruang) serta mengendalikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan yang dimaksud, maka sasaran 

yang akan dicapai diantaranya:70

a) Tersedianya perencanaan teknis dan pengawasan teknis dibidang 

pekerjaan umum yang akurat dan aplikatif; 

b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota dan 

lingkungan permukiman; 

c) Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana; 

d) Menyediakan sarana dan prasarana gedung pemerintah; 

e) Meningkatnya pelayanan air bersih dan ketersediaan sarana prasarana 

penyehatan lingkungan permukiman; 

f) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap tata ruang kota; 

g) Meningkatnya pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

dari Pengujian Mutu Bahan dan Perbengkelan; 

h) Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja aparatur; 

i) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah; 

j) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

7. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai, dengan 

memperhatikan faktor internal dan eksternal yang terdiri atas kekuatan, 

                                                
70 Ibid., hlm 17.
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kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, setelah dilakukan analisis 

SWOT maka diperoleh strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan 

yang ditetapkan. Faktor internal dan eksternal yang dimaksud adalah:71

a) Kekuatan (Strength)

1) Ketersediaan peraturan perundangan bidang infrastruktur.

2) Ketersediaan peraturan perundangan bidang jasa kontruksi.

3) Ketersediaan peraturan perundangan penataan ruang.

4) Ketersediaan rencana tata ruang.

5) Ketersediaan Keppres 80/2003 beserta perubahannya.

6) Ketersediaan sarana dan prasarana kantor.

7) Ketersediaan SDM.

8) Ketersediaan penganggaran kegiatan.

9) Kewenangan SKPD sebagai entitas akuntansi.

10) Ketersediaan master plan pembangunan infrastruktur.

b) Kelemahan (Weakness)

1) Dana operasinal dan peralatan yang terbatas.

2) Kurang optimalnya koordinasi.

3) Kurang inovasi dan motivasi kerja.

4) Belum optimalnya teknikal dan managerial skill.

5) Belum terpenuhinya jumlah personil sesuai kebutuhan.

6) Belum adanya sistem informasi managemen yang memadai.

c) Peluang (Oppurtunity)

1) Pelaksanaan otonomi daerah.

                                                
71 Ibid., hlm 18.
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2) Kontrol masyarakat dalam pembangunan infrastuktur.

3) Masukan dan usulan masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur.

4) Ketersediaan Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga pengkajian 

lainnya.

5) Ketersediaan penyedia barang dan jasa.

6) Partisipasi masyarakat dalam dalam pembiayaan pembangunan.

7) Ketersediaan Program dan Kegiatan Pembangunan Fisik PMPN/ 

Paket P2KP/Blockgrand.

8) Letak strategis Kota Malang.

d) Tantangan (Threats)

1) Peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk belum sebanding 

dengan penyediaan infrastruktur.

2) Meningkatnya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas 

jalan.

3) Partisipasi negatif masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur.

4) Disparitas pertumbuhan kawasan timur Kota Malang.

5) Pesatnya perkembangan kawasan perumahan dan permukiman.

6) Masih terjadinya pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata 

ruang kota.

7) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap tata ruang kota belum 

optimal.
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Berdasarkan inventarisasi faktor-faktor internal dan eksternal di 

atas, maka strategi yang ditetapkan di Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang adalah sebagai 

berikut:72

a) Menyediakan produk-produk perencanaan dan pengawasan teknis 

yang berkualitas dan aplikatif sebagai bahan acuan dan standart teknis 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, sarana 

prasarana permukiman, gedung dan fasum;

b) Mendorong tumbuhnya swadaya dan partisipasi masyarakat dengan 

mengedepankan pemberdayaan masyarakat pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur perkotaan dan sarana prasarana 

permukiman;

c) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 

perkotaan, sarana prasarana permukiman, gedung daerah dan fasum 

sesuai standart kualitas yang telah ditetapkan;

d) Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kebakaran;

e) Meningkatkan kualitas penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Strategi-strategi yang ditetapkan di Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang kemudian

                                                
72 Ibid., hlm 18.
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dituangkan dalam kebijakan-kebijakan operasional, yaitu sebagai 

berikut:73

a) Penyusunan rencana teknis dan pengawasan yang berkualitas dan 

aplikatif sebagai acuan dan standart teknis pelaksanaan pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, sarana prasarana 

permukiman, gedung daerah dan fasum;

b) Penyediaan prasarana jalan, jembatan dan drainase yang mantap dan 

aman bagi transportasi kota;

c) Penyediaan gedung daerah, rumah dinas dan fasum yang berkualitas 

dan representatif untuk pelayanan publik;

d) Penyediaan sarana prasarana lingkungan permukiman yang 

representatif penunjang keamanan, kebersihan, dan kesehatan 

lingkungan hunian masyarakat;

e) Peningkatan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang;

f) Peningkatan kecepatan, ketepatan, dan kemudahan pelayanan 

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

g) Pemberian bantuan stimulant kepada masyarakat dalam pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, dan sarana prasarana 

permukiman;

h) Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan penunjang pelayanan 

pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan.

                                                
73 Ibid., hlm 19.
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B. Gambaran Umum PT. Bulan Terang Utama sebagai Pihak Penyedia 

Barang dan Jasa (Rekanan) di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang

PT. Bulan Terang Utama merupakan perusahaan yang menangani 

bidang usaha Developer dan General Contractor. PT. Bulan Terang Utama 

beralamat di Jalan Raya Mondoroko Utara Nomor 999 Malang. PT. Bulan 

Terang Utama telah berdiri berdasarkan Akte Notaris Ambar Pawitri, SH 

Nomor 103 pada tanggal 16 November 2000 yang menjadi Akta Perubahan 

Terakhir Notaris Raden Rahmat Sjafi’i, SH. dan telah mendapatkan 

pengesahan dari Departemen Kehakiman Nomor C-00015 HT.01.01.TH.2002, 

tanggal 2 Januari 2002 yang telah berubah menjadi Nomor AHU-

30167.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010. 

PT. Bulan Terang Utama dipimpin oleh Direktur yang membawahi 

langsung 8 Manajer, yakni Manajer Proyek, Manajer Produksi, Manajer 

Perencanaan, Manajer Perijinan dan Hukum, Manajer Keuangan, Manajer 

Logistik, Manajer Pemasaran, dan Manajer Personalia dan Umum. Tanggung 

jawab masing-masing manajer secara garis lurus langsung ke atasannya, tetapi 

tidak menutup kemungkinan adanya koordinasi antara masing-masing 

manager. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Bulan Terang Utama:
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Bagan 2
Struktur Organisasi PT. Bulan Terang Utama

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

PT. Bulan Terang Utama sebagai pihak calon penyedia barang/jasa 

telah berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-

procurement di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang. Tidak semua paket pengadaan yang diikuti oleh PT. 

Bulan Terang Utama berhasil dimenangkan. Sejauh ini, PT. Bulan Terang 

Utama telah 2 kali berhasil menjadi pemenang tender dalam pengadaan 

dengan sistem e-procurement yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, diantaranya pengadaan 

penyediaan instalasi pengolahan air limbah untuk perumahan MBR Kelurahan

Madyopuro Kecamatan Kedungkandang dan pembangunan sarana air limbah 

(septic tank komunal) Perumahan Bulan Terang Utama Kelurahan Madyopuro 

Kecamatan Kedungkandang (DAK Perumahan dan Permukiman).

DIREKTUR
Umang Gianto

Manajer Perijinan & Hukum
Ahmad Suprapto, Amd.Comp, Spd

Manajer Proyek
Imam W. Prasetyawan, ST, Spd

Manajer Keuangan
Diana Dewi

Manajer Produksi
Fajar Rijantoro, ST

Manajer Pemasaran
Onggo Sutrisno, Amd.Mark

Manajer Perencanaan
Rina Susanti, Amd

Manajer Personalia & Umum
Feri Irawan, SE

Manajer Logistik
M. Suhandak, SSos
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C. Pelaksanaan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang Jasa 

Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas 

baru, berbagai bangunan, jalan, jembatan, trotoar, dan sebagainya yang 

dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dibuat 

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang 

atau jasa yang dapat menunjang kinerja mereka.74 Menurut pasal 1 ayat 1 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Di dalam 

peraturan tersebut, dijelaskan mengenai pengadaan secara elektronik atau e-

procurement, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kewajiban 

penerapan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, persaingan sehat, 

adil dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang sebagai instansi pemerintah yang berupaya mewujdkan sarana dan 

prasarana kota dan lingkungan permukiman yang berkualitas untuk 

pertumbuhan dan perkembangan kota telah melaksanakan pengadaan 

barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

                                                
74 Marzuqi Yahya dan Endah Fitri S., op. cit., hlm 3.
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berlaku. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan

Kota Malang telah menerapkan sistem e-procurement dalam pengadaan 

barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang berpedoman pada Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan 

Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa Secara Elektronik. 

Ruang lingkup Peraturan Walikota tersebut adalah pelaksanaan e-

procurement di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui 

LPSE, yang meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, 

dan jasa lainnya dan diterapkan pada pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari APBN/APBD. Pada dasarnya, pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa di lingkungan pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip 

pengadaan yang berlaku. Penerapan prinspi-prinsip pengadaan pada 

pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi 

administrasi, teknis, dan keuangan. 

Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang telah 

menaati dan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan untuk menghasilkan 

pengadaan yang baik. Beberapa prinsip pengadaan, tersebut sebagai berikut:75

                                                
75   Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
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1. Memiliki efisiensi yang tinggi

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan dana dan 

daya seminimal mungkin, juga hemat waktu untuk mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan tujuan dan kualitas yang maksimal.76

2. Efektif 

Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya.

3. Bersifat transparan

Semua ketentuan dari informasi mengenai pengadaan barang/jasa 

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa 

yang berminat serta masyarakat.

4. Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia 

barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan 

ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing 

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang 

sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan 

memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang 

ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu 

terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

                                                
76   Marzuqi Yahya dan Endah Fitri S., op. cit., hlm 18.
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6. Memiliki sifat adil dan tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia 

barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak 

tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7. Akuntabel 

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan 

yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Untuk mendukung pelaksanaan e-procurement, Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang juga menaati 

etika pengadaan yang berlaku sesuai Peraturan Walikota Malang, 

diantaranya:77

1. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang 

terdiri dari user ID dan password.

2. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi 

elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.

3. Menjunjung tinggi Pakta Integritas dengan tidak melakukan perkongsian 

dan pengaturan untuk kepentingan memenangkan pihak tertentu dengan 

jalan antara lain praktik suap, kolusi, dan nepotisme.

4. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam e-

procurement.

5. Dilarang untuk mengganggu, mengacaukan, menghack dan merusak 

sistem e-procurement.

                                                
77  Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa Secara Elektronik.
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6. Dilarang untuk mencuri informasi, memanipulasi data dan berbuat curang 

dalam sistem e-procurement yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

Penerapkan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan tersebut 

bermanfaat untuk memperoleh pengadaan barang/jasa pemerintah lancar, baik, 

dan sesuai tujuan sehingga dapat meningkatkan dan mengoptimalkan layanan 

publik terhadap masyarakat. Di samping itu, pengadaan barang/jasa 

pemerintah yang menerapkan prinsip dan etika pengadaan akan mengurangi 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan berbagi pihak 

termasuk masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem e-

procurement oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang melibatkan beberapa pihak yang terkait di dalamnya, 

yaitu sebagai berikut:78

1. PA/KPA

PA adalah Pengguna Anggaran, yaitu pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD.

                                                
78 Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa Secara Elektronik.
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2. PPK

PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. ULP/Panitia Pengadaan 

ULP atau Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi 

pemerintah daerah yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah daerah secara terintegrasi dan terpadu sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia Pengadaan adalah 

panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 

Pembentukan ULP bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai 

pengadaan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga/Daerah/Institusi.79

“Panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, 
dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dibentuk 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 
188.451/34/35.73.301/2013 tentang Perubahan 
Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas 
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 
Kota Malang. Yang ditunjuk adalah mereka yang telah 
bersertifikat.”80

Semua anggota panitia pengadaan Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang telah memiliki 

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sertifikat 

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa merupakan tanda bukti pengakuan dari 

pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan 

                                                
79 Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

Nomor 5 Tahun 2012  tentang Unit Layanan Pengadaan.
80 Wawancara dengan Bapak Uuk Arif Pujiutomo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Malang, 22 Agustus 2013.
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barang/jasa.81 Tujuan dari Sertifikasi Keahlian tersebut adalah untuk 

memastikan bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh 

sumber daya manusia yang profesional dan membantu sistem 

pengembangan karier dan profesi sumber daya manusia di bidang 

pengadaan barang/jasa.82 Di samping itu, Sertifikasi Keahlian juga 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat 

dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya panitia 

pengadaan sebagai pelaksana sehingga tercapailah pengadaan barang/jasa 

pemerintah yang efektif, efisien, dan terhindar dari adanya penyimpangan 

serta persekongkolan.

Adapun susunan panitia pengadaan Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun anggaran 

2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Susunan Panitia Pengadaan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan 
Kota Malang Tahun 2013

No. Nama 
Jabatan dalam 

Panitia

1.
Yani Prasetyo, SE.
197310131997031003
Penata Muda TK.I (III/b)

Ketua

2.
Theresia Teryl M. Sari, ST, MT.
197104152005012016
Penata Muda TK.I (III/b)

Sekretaris

3.
Uuk Arif Pujiutomo, ST.
197210281999011001
Penata Muda TK.I (III/b)

Anggota

4.
Turut Setiaji, SE.
197603061997031005
Penata Muda TK.I (III/b)

Anggota

Sumber: Data Primer, diolah, 2013

                                                
81 Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
82 Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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4. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa 

lainnya.83

5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah UPT 

(Unit Pelaksana Teknis) LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Malang yang merupakan unit pelaksana yang memfasilitasi ULP (Unit 

Layanan Pengadaan)/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pada awalnya, sistem e-procurement dilaksanakan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang pada 

tahun 2011 sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ketua Panitia Pengadaan, pada tahun 2013 Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang telah 

memakai sistem full e-procurement pada semua pengadaan barang dan jasa.

“Mulai tahun 2011 kami sudah memakai semi e-procurement,
belum full e-procurement karena kami juga masih belajar. 
Tahun 2012 kami memakai full e-procurement tetapi hanya 
untuk beberapa paket pengadaan. Baru pada 2013 kami 
memakai e-procurement pada semua pengadaan.”84

                                                
83 Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.

84 Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 
Kota Malang, 17 April 2013.



77

Berikut ini adalah pelaksanaan e-procurement pada tahun 2013 di 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang:

Tabel 3
Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, 

dan Pengawasan Bangunan Kota Malang Tahun 2013

Nama Paket Lelang Pagu Anggaran
Jumlah 
Peserta

Pemenang

Pembangunan drainase 
Jalan Simpang Tenaga

Rp 2.000.000.000,00 12
CV. Lima Pilar 
Utama

Pengadaan Mobile 
Asphalt Mixer

Rp 550.000.000,00 18
PT. Gatra 
Perdana Putra

Pengadaan Tendem 
Roller

Rp 1.124.000.000,00 21
CV. Gita 
Anugrah 
Sejahtera

Penyediaan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah 
untuk Perumahan MBR 
Kel. Madyopuro Kec. 
Kedungkandang

Rp 7.500.000.000,00 14
PT. Bulan 
Terang Utama

Pembaharuan Peta Dasar 
(Base Map) Berdasarkan 
Citra Quick Bird Tahun 
Terbaru

Rp 267.000.000,00 16 CV. Asmat

Normalisasi Drainase Jl. 
Danau Maninjau-Simp. 
Maninjau I Kelurahan 
Sawojajar

Rp 236.564.000,00 13 CV. Cipta Jasa

Pavingisasi Jalan 
Lingkungan Kelurahan 
Madyopuro

Rp 500.000.000,00 12
CV. Kartika 
Fajar Utama

Pembangunan Pagar 
Makam Jl.MT Haryono 
XII RW.03 dan RW.6 
Kelurahan Dinoyo

Rp 321.000.000,00 11
CV. Bangun 
Teknik

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Air Minum 
Perumahan Tlogomas 
Kec. Lowokwaru (DAK 
Perumahan dan 
Permukiman)

Rp 607.338.000,00 16
CV. Sapta 
Guna

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013
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Pengadaan barang/jasa dengan sistem e-procurement yang mulai 

dilaksanakan pada tahun 2011 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang tersebut memiliki beberapa perbedaan 

dengan sistem pengadaan barang/jasa yang terdahulu (sistem konvensional) 

baik dalam proses maupun tahapan yang harus dilaksanakan. Berikut ini 

adalah perbandingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum 

menggunakan sistem e-procurement dan setelah memakai sistem e-

procurement:
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Tabel 4
Perbandingan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sebelum 

Menggunakan Sistem E-Procurement dan Setelah Menggunakan Sistem 
E-Procurement

PERBANDINGAN SEBELUM SISTEM E-
PROCUREMENT

SETELAH SISTEM E-
PROCUREMENT

Proses administrasi Membutuhkan banyak 
kertas dan menimbun 
dokumen

Tidak memerlukan 
banyak kertas

Biaya administrasi Mahal Murah 
Waktu pelaksanaan Lama Cepat, sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan
Media pengumuman Surat kabar 

lokal/nasional
Website Kementrian, 
Lembaga Pemerintahan 
Non Departemen, 
Perangkat Daerah, dan 
Instansi lainnya serta 
papan pengumuman 
resmi untuk masyarakat

Proses pengadaan Proses pengadaan dapat 
dilakukan sebelum 
dokumen anggaran 
disahkan

Proses pengadaan dapat 
dilaksanakan setelah 
rencana kerja dan 
anggaran disahkan oleh 
DPRD

Rencana Umum 
Pengadaan

Tidak diumumkan Diumumkan secara 
terbuka kepada 
masyarakat luas melalui 
website, papan 
pengumuman resmi, dan 
Portal Pengadaan 
Nasional melalui LPSE

HPS Diumumkan pada saat 
pemberian penjelasan 
(aanwijzing)

Diumumkan pada saat 
pengumuman pengadaan, 
sehingga rekaan dapat 
mengetahui lebih awal

Tahap pemasukan 
kualifikasi dan 
pemasukan 
penawaran

Dilakukan dengan tatap 
muka antara panitia 
pengadaan dan rekanan

Dilakukan melalui LPSE 
tanpa tatap muka, 
sehingga memperkecil 
adanya persekongkolan

Kualitas/kemampuan 
pelaksana

Kurang Lebih berkualitas karena 
adanya persyaratan 
mengenai Sertifikasi 
Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa
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Pengadaan barang dan jasa yang baik dan sesuai dengan tujuan akan 

tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 

berlaku. Sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Adapun 

tata cara pelaksanaan e-procurement tersebut adalah sebagai berikut:85

1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Rencana umum pengadaan barang dan jasa meliputi kegiatan:

a. Mengindentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan SKPD dan 

menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa.

b. Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara 

pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian barang/jasa.

c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat uraian 

kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/jasa, dan 

besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

2. Persiapan Pemilihan

a. PPK menyerahkan surat berisikan paket, spesifikasi teknis, HPS, dan 

rancangan umum kontrak kepada ULP/panitia pengadaan dalam 

bentuk dokumen elektronik. PPK melakukan pendaftaran sebagai 

pengguna SPSE.

b. ULP/Panitia Pengadaan menyerahkan surat keputusan tentang 

kepanitiaan untuk paket pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan 

                                                
85  Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa Secara Elektronik.
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kode akses sebelum melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang 

disampaikan PPK dan membuat dokumen pengadaan dalam bentuk 

softcopy.

c. Penyedia barang dan jasa melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE 

dan melakukan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses 

aplikasi SPSE.

d. LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses pada nama-

nama yang tercantum dalam surat keputusan tentang 

penunjukan/pengangkatan PPK, Kelompok Kerja ULP/Panitia 

Pengadaan untuk paket pemilihan. LPSE juga melakukan verifikasi 

terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pendaftaran 

melalui aplikasi SPSE namun belum tercatat sebagai pengguna LPSE.

3. Pelaksanaaan Pemilihan

a. Pembuatan paket dan pendaftaran

ULP/Panitia Pengadaan membuat paket dalam aplikasi SPSE, 

lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan. ULP/Panitia 

Pengadaan memasukkan nomor surat dan file atau softcopy yang 

diterbitkan oleh PPK. ULP/Panitia Pengadaan membuat jadwal 

pelaksanaan pemilihan pengadaan dan mengunggah (upload) file

dokumen pengadaan pada aplikasi SPSE.

b. Pemberian penjelasan

Proses pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara 

online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. ULP/Panitia 

Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya boleh 
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menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan 

terakhir. ULP/Panitia Pengadaan dilarang menjawab pertanyaan 

dengan mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab 

sekaligus pada akhir jadwal. Apabila waktu tahap penjelasan telah 

berakhir, ULP/Panitia Pengadaan mempunyai waktu 3 jam untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.

Jika dianggap tidak perlu dan tidak memungkinkan 

memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, 

ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan proses penjelasan lanjutan 

dengan menunjuk seseorang atau beberapa tenaga ahli pemberi 

penjelasan teknis (aanwijzing) yang telah ditetapkan oleh PPK.

ULP/Panitia Pengadaan tidak perlu membuat berita acara penjelasan 

pekerjaan. Perubahan (addendum) dapat dilakukan secara berulang 

dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen 

penawaran berakhir. Peserta yang tidak mengikuti penjelasan 

pekerjaan tidak dapat digugurkan.

c. Pemasukan kualifikasi

Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian 

kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE. Apabila formulir 

elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum 

mengakomodir data kualifikasi yang diminta oleh ULP/Panitia 

Pengadaan, maka data kualifikasi diupload pada fasilitas sanggahan 

lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. Pada prakualifikasi, 

ULP/Panitia Pengadaan dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang 
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tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa 

melengkapi formulir kualifikasinya. Dengan mengirimkan data 

kualifikasi secara elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui 

pernyataan berikut:

1) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 

pengawasan pengendalian, tidak bangkrut, dan tidak sedang 

dihentikan kegiatan usahanya.

2) Salah satu atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta 

perorangan tidak masuk dalam daftar hitam.

3) Data kualifikasi yang diisikan benar dan jika dikemudian hari 

ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan 

ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang 

diwakili bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi 

pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata atau 

pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

d. Pemasukan penawaran

Dokumen penawaran disampaikan dengan bentuk file yang 

diunggah melalui Apendo penyedia dalam SPSE. Penyampaian 

penawaran secara 1 file yaitu penyampaian dokumen penawaran 

administrasi, teknis, dan harga dalam satu file penawaran, dimana 

evaluasi dilakukan setelah file administrasi, teknis, dan harga terbuka. 

Penyampaian penawaran secara 2 file yaitu penyampaian dokumen 

penawaran administrasi dan teknis dalam satu file dan penawaran 
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harga dalam file penawaran lainnya, dimana evaluasi administrasi, dan 

teknis dilakukan sebelum file penawaran dibuka.

Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa 

mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan 

enkripsi/penyandian dengan menggunakan Apendo penyedia. 

ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal tahap 

pemasukan penawaran dengan ketentuan wajib memasukkan alasan 

yang sebenarnya.

e. Pembukaan penawaran dan evaluasi

Pada tahap pembukaan penawaran, ULP/Panitia Pengadaan 

mengunduh (donwload) dan melakukan deskripsi file penawaran 

dengan menggunakan Apendo Panitia. Harga penawaran dan hasil 

koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi 

SPSE.

Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) 

dilakukan secara manual (offline) di luar aplikasi SPSE dan hasil 

evaluasi dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE. ULP/Panitia Pengadaan 

wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang 

keabsahan dan substansi jaminan penawaran. Ketidakabsahan atau 

kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat 

jaminan yang ditunjukkan oleh ULP/Panitia Pengadaan dapat 

berakibat pada gugurnya syarat administrasi.

Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran 

asli dilaksanakan terhadap calon pemenang. Aplikasi SPSE secara 
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otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui email) 

kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses 

selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE. Penawaran aplikasi 

Apendo oleh bukan pihak yang sebenarnya akan berakibat penawaran 

dianggap tidak sah.

f. Sanggahan

Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 kali sanggahan 

kepada ULP/Panitia Pengadaan melalui aplikasi SPSE. ULP/Panitia 

Pengadaan menjawab sanggahan yang diajukan peserta pemilihan 

yang dikirimkan pada batas akhir waktu tahap sanggah. Kealpaan atau 

kelalaian pemberitahuan informasi sanggahan banding oleh peserta 

pemilihan tidak menggugurkan proses sanggahan banding.

g. Surat penunjukan penyedia barang/jasa

PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 

(SPPBJ) dengan menggunakan fasilitas dan berdasarkan format 

penulisan yang tersedia dalam aplikasi SPSE.

h. Penandatanganan kontrak

Pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan 

PPK disertai dengan dokumen penawaran yang dilakukan di luar 

SPSE. PPK memasukkan informasi mengenai kontrak dalam aplikasi 

SPSE. PPK dapat menggugah softcopy kontrak atau ringkasan kontrak 

dalam aplikasi SPSE.

Berikut ini adalah bagan alur yang dilakukan panitia pengadaan  dalam 

SPSE:
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Bagan 3
Alur dalam SPSE

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

Dibuat oleh 
Admin Agency

dengan 
menyerahkan SK 
Panitia dari PA

PANITIA

Sudah mendapatkan User ID

Login Non Penyedia memasukkan 
user ID dan password

Membuat Paket

Mengumumkan Paket Lelang

Penjelasan Lelang dan BA Aanwizjing

Upload Adendum Lelang (jika ada)

Pembukaan Dokumen 
kualifikasi/Penawaran

Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi

Menetapkan dan Mengumumkan 
Pemenang

SelesaiMenjawab Sanggahan
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Sesuai tata cara dan alur pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang telah dijabarkan tersebut, terdapat perbedaan 

dalam pelaksanaan pengadaan sebelum menerapkan sistem e-procurement dan 

Penerapan sistem e-procurement sangat bermanfaat bagi suatu instansi 

karena membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia barang/jasa, 

serta masyarakat berjalan lebih mudah, menghemat anggaran, dan 

mempercepat proses pengadaan barang. Penerapan e-procurement akan 

meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan 

pelanggaran aturan karena adanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai 

media interaksi antara kedua panitia pengadaan maupun penyedia 

barang/jasa.86 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang telah merasakan manfaat dari penerapan sistem e-

procurement bila dibandingkan dengan sistem konvensional. 

“Keuntungan dari sistem e-procurement ini jelas lebih 
efisien, efektif, dan hemat biaya serta tidak perlu menimbun 
dokumen. Pada saat memakai sistem konvensional, dokumen 
harus diprint. Sekarang dengan memakai sistem e-procurement
semua data sudah ada di komputer. Dengan sistem e-
procurement semua orang baik wartawan maupun publik bisa 
melihat proses pelaksanaan pengadaan, sehingga lebih 
transaparan dan terbuka.”87

“Pengadaan dengan sistem sebelum e-procurement rentan 
KKN. Pengadaan dengan sistem e-procurement ada 
keuntungannya, diantaranya biaya yang lebih murah karena 
tidak ada print out, lebih terbuka, lebih fair dalam persaingan 
karena tidak pernah tatap muka antara calon penyedia 
barang/jasa dengan panitia pengadaan, dan menghindari 
persaingan tidak sehat di antara sesama pengusaha jasa 
konstruksi.”88

                                                
86    Adrian Sutedi, op. cit., hlm 273.
87   Wawancara dengan  Ibu Theresia Teryl selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 17 April 2013.
88    Wawancara dengan Bapak Lilik Supriyadi selaku penyedia barang/jasa (bagian pengadaan PT. 

Bulan Terang Utama), 22 November 2013.
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E-procurement berakibat terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari 

harga pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan 

pembayaran, hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari 

proses pengadaan barang. Selain itu, melalui e-procurement, proses 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan 

menciptakan persaingan yang sehat dengan berkurangnya tatap muka antara 

panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia barang/jasa, serta 

meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun persekongkolan tender yang 

sering terjadi.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang maupun PT. Bulan Terang Utama sebagai pihak peyedia barang/jasa 

yang terlibat dalam pengadaan barang dan pemerintah telah mendapatkan 

manfaat dari pelaksanaan sistem e-procurement seperti yang telah disebutkan 

di atas. Baik dari pihak panitia pengadaan maupun pihak penyedia barang/jasa 

berharap bahwa penerapan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan 

jasa pemerintah terutama di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi, terbuka, persaingan sehat, adil, akuntabilitas, dan mencegah 

terjadinya penyimpangan maupun persekongkolan dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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D. Hambatan Pelaksanaan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan SDM

Pelaksanaan sistem e-procurement harus ditunjang dengan 

SDM yang berkualitas sehingga pengadaan barang dan jasa khususnya 

di ruang lingkup pemerintah dapat memberikan sesuatu yang 

bermanfaat bagi pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dalam

pelaksanaan e-procurement sendiri memiliki masalah keterbatasan 

SDM yang dapat menghambat proses pengadaan. 

“Salah satu hambatan yang ada yaitu keterbatasan SDM. 
Walaupun dari Perpres Nomor 70 Tahun 2012
memenuhi, tetapi aplikasi tidak bisa. Banyak yang 
mengoperasikan komputer saja masih kesulitan. Di 
samping hal itu, peraturan mengenai pengadaan 
barang/jasa yang berubah sewaktu-waktu juga menjadi 
kesulitan untuk memahaminya.”89

Keterbatasan SDM yang dimaksud adalah keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki panitia pengadaan terhadap aplikasi yang 

digunakan dalam pelaksanaan e-procurement. Walaupun telah 

memenuhi persyaratan dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah, tetapi pihak panitia pengadaan tidak menguasai aplikasi 

dalam pelaksanaan e-procurement. Keterbatasan SDM ini di samping 

                                                
89   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 22 Agustus 2013.



90

menghambat proses pelaksanaan e-procurement di Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dapat 

pula membuka celah bagi calon rekanan dan anggota panitia 

pengadaan untuk melakukan penyimpangan maupun persekongkolan 

tender. Apabila terjadi gangguan pada sistem aplikasi dalam 

pelaksaaan e-procurement, maka pihak panitia pengadaan tidak dapat 

melakukan apapun dikarenakan kemampuan pantia pengadaan yang 

tidak menguasai aplikasi. Hal tersebut mengakibatkan penundaan dan 

pengunduran proses pelaksanaannya terlebih saat tahap pengumuman 

calon pemenang yang pada akhirnya dapat mengarah pada indikasi 

persekongkolan tender sesuai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan 

Persekongkolan dalam Tender angka 11 huruf b, yaitu indikasi 

persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi 

tanggal pengumuman tender ditunda dengan alasan yang tidak jelas.

b. Ketidaklancaran Sistem

Selain SDM, faktor penghambat pelaksanaan sistem e-

procurement di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang adalah keterbatasan sistem. Teknologi sendiri 

merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem e-

procurement tersebut. Network/infrastruktur jaringan komputer yang 

mendukung terjadinya proses e-procurement baik berupa jaringan 
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internet maupun internet sering terdapat gangguan. Hambatan yang 

sering dialami yaitu bandwidth yang tidak stabil.90

Kapasitas transmisi dari sambungan elektronik/bandwidth yang 

tidak stabil ini dapat menyebabkan proses pelaksanaan e-procurement

tidak berjalan lancar karena akses menjadi lambat. Hal tersebut dapat 

menghambat pelaksanaan sistem e-procurement di Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Sesuai 

dengan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam 

Tender, akibat yang terjadi dari hambatan ini dapat dimasukan ke 

dalam indikasi persekongkolan angka 11 huruf b, yaitu indikasi 

persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi 

tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak 

jelas. Ketidaklancaran sistem yang menyebabkan akses menjadi lambat 

akan berdampak pada efisiensi pelaksanaan e-procurement sendiri, 

dimana proses pelaksanaan pengadaan tidak akan terlaksana dengan 

tepat waktu yang dapat mengakibatkan mundurnya tahapan-tahapan 

yang seharusnya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Teknis

Pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang tidak lepas dari hambatan teknis. Menurut panitia pengadaan, 

                                                
90   Wawancara dengan  Ibu Theresia Teryl selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 22 Agustus 2013.
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hambatan teknis yang terjadi adalah masalah server yang sering drop

pada saat mati lampu.91 Gangguan tersebut mengakibatkan pihak 

panitia tidak dapat mengakses dan memasukkan data. Hal-hal tersebut 

menyebabkan pelaksanaan sistem e-procurement di Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang menjadi 

terhambat. Server yang drop menyebabkan panitia pengadaan tidak 

dapat melanjutkan proses pelaksanaan pengadaan. Hal tersebut 

mengakibatkan penundaan dan pengunduran proses pelaksanaannya 

terlebih saat tahap pengumuman calon pemenang yang terdapat dalam 

indikasi persekongkolan angka 11 huruf b Pedoman Pasal 22 tentang 

Larangan Persekongkolan dalam Tender, yaitu indikasi 

persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi 

tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak 

jelas.

b. Faktor Non Teknis

Hambatan non teknis juga sering terjadi pada pelaksanaan e-

procurement di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang. Menurut panitia pengadaan, hambatan non 

teknis yang terjadi yaitu pemenang tender dihubungi oleh pihak-pihak 

yang mengatasnamakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang. Pihak-pihak tersebut bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan dengan meminta pemenang tender 

                                                
91     Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 22 Agustus 2013.
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untuk mengirim sejumlah uang. Pihak-pihak tersebut ingin 

mendapatkan keuntungan dari pemenang tender dengan meminta 

pengiriman sejumlah uang ke rekening yang bukan milik Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang.92 Adapun para pemenang yang dihubungi oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggungjawab tersebut adalah para pemenang tender 

yang berasal dari luar kota. 

Hambatan non teknis yang sering dialami ini menghambat 

panitia pengadaan dalam pelaksanaannya karena mengganggu 

pekerjaan. Hambatan ini dapat diindikasikan sebagai persekongkolan 

sesuai angka 13 huruf b dan f Pedoman Pasal 22 tentang Larangan 

Persekongkolan dalam Tender, yaitu indikasi persekongkolan pada 

saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatangan kontrak 

yang meliputi penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang 

mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, penandatanganan kontrak mengalami 

penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan. Hambatan yang 

terjadi ini mengakibatkan terganggunya pekerjaan panitia pengadaan 

sehingga tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya dalam 

pelaksanaan pengadaan. 

                                                
92   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 12 Desember 2013.
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c. SDM

Hambatan eksternal yang dialami Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang selain hambatan 

teknis dan non teknis yaitu hambatan SDM. Menurut panitia 

pengadaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang, hambatan SDM dari penyedia barang/jasa 

yang dimaksud adalah keterbatasan kemampuan untuk menggunakan 

sistem. 

Pemahaman dari pihak penyedia mengenai kode-kode 
tertentu yang harus dimasukkan dalam proses upload
masih kurang. Ada beberapa penyedia barang/jasa yang 
kesulitan untuk mengupload karena kode-kode tersebut, 
sehingga proses upload menjadi gagal.93

Hal ini dapat mengganggu jalannya proses pelaksanaan e-

procurement di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang. Dalam pelaksanaannya, hambatan yang 

terjadi ini akan dapat mengarah pada persekongkolan dalam pengadaan 

barang/jasa yang tercantum dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan 

Persekongkolan dalam Tender angka 3 huruf e, yaitu indikasi 

persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan/pra lelang dimana 

panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha 

tertentu dan indikasi angka 10 huruf a, yaitu jumlah peserta tender 

lebih sedikit dari jumlah peserta tender sebelumnya, serta indikasi 

persekongkolan angka 11 huruf c dan d, yaitu indikasi persekongkolan 

pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi peserta tender 

                                                
93   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 12 Desember 2013.
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memenangkan tender cenderung berdasarkan giliran yang tetap dan 

ada peserta tender yang memenangkan tender secara terus menerus.

Kegagalan dalam proses upload dokumen oleh para rekanan ini dapat 

merugikan pihak rekanan. Hal ini mengakibatkan beberapa pihak 

rekanan saja yang dapat lolos ke tahap selanjutnya sehingga tidak 

menutup kemungkinan bahwa pemenang tender akan dimiliki oleh 

pihak-pihak rekanan yang sama. 

d. Keterbatasan Perangkat dari Penyedia Barang/Jasa

Hambatan eksternal yang juga sering terjadi adalah keterbatasan 

perangkat baik software maupun hardware dari penyedia 

barang/jasa.94 Pihak penyedia masih memiliki keterbatan perangkat 

dalam proses pelaksanaan sistem e-procurement di Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. 

Masalah yang timbul dalam mengikuti e-procurement yaitu 

ketidaklancaran jaringan internet, bandwitdh kecil sehingga 

menghambat proses.95

Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan sistem e-

procurement di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang dan memberikan kesempatan kepada pihak-

pihak yang terkait dalam pengadaan untuk melakukan persekongkolan 

tender. Keterbatasan perangkat yang dimiliki penyedia akan 

                                                
94    Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 12 Desember 2013.
95    Wawancara dengan Bapak Lilik Supriyadi selaku penyedia barang/jasa (bagian pengadaan PT. 

Bulan Terang Utama), 22 November 2013.
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mengakibatkan pihak penyedia tidak dapat mengikuti proses 

pengadaan dimana ketidaklancaran internet yang menghambat proses 

dapat menyebabkan pihak penyedia menjadi terlambat dan tidak tepat 

waktu sehingga tidak dapat lolos ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, 

akibat yang timbul dari hambatan berupa keterbatasan perangkat ini 

dapat digolongkan menjadi persekongkolan tender sesuai Pedoman 

Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender angka 3 

huruf e, yaitu indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi 

perusahaan/pra lelang dimana panitia memberikan perlakuan 

khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu dan indikasi angka 10 

huruf a, yaitu indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan

penetapan pemenang tender dimana jumlah peserta tender lebih sedikit 

dari jumlah peserta tender sebelumnya.

E. Upaya untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sistem E-procurement

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan SDM

Agar proses pelaksanaan sistem e-procurement dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lancar, maka harus 

dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang 
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terjadi dalam pelaksanaan sistem e-procurement yang berupa 

keterbatasan SDM.96 Hingga saat ini belum ada pelaksanaan sosialisasi 

maupun bimbingan teknis untuk pihak panitia pengadaan maupun 

pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan sistem e-procurement. Agar 

pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang terlaksana sesuai 

dengan tujuannya untuk menghindari praktik penyimpangan maupun 

persekongkolan tender, maka harus dilakukan upaya untuk mengatasi 

hambatan ini sehingga tidak membuka kesempatan kepada calon 

rekanan maupun anggota panitia pengadaan untuk melakukan 

perbuatan yang nantinya akan mengarah kepada indikasi 

persekongkolan sesuai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan 

Persekongkolan dalam Tender angka 11 huruf b, yaitu indikasi 

persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang yang meliputi 

tanggal pengumuman tender ditunda dengan alasan yang tidak jelas.

b. Ketidaklancaran Sistem

Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, 

dan Pengawasan Bangunan Kota Malang untuk mengatasi perangkat 

hardware yang masih kurang yaitu dengan melakukan penambahan 

hardware. Sedangkan untuk mengatasi hambatan dari tidak stabilnya 

bandwidth, dilakukan pembenahan jaringan.97 Upaya-upaya tersebut 

dilakukan untuk mengatasi hambatan dari ketidaklancaran sistem 

                                                
96   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 22 Agustus 2013.
97   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 12 Desember 2013.
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dengan tujuan agar proses pengadaan dengan sistem elektronik di 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang terlaksana dengan lancar. Dengan dilakukannya upaya-upaya 

tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang untuk mengatasi hambatan ini, diharapkan 

agar akibat yang terjadi dari hambatan ini tidak akan menimbulkan 

dugaan adanya persekongkolan dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Teknis

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi 

hambatan teknis yang terjadi dalam pelaksanaan sistem e-procurement. 

Masalah mengenai server yang sering drop pada saat listrik padam 

masih belum diatasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang.98 Tidak adanya upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mengakibatkan 

terjadinya pengunduran waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan 

proses e-procurement menjadi terhambat. Apabila terjadi penundaan 

dan pengunduran proses pelaksanaan terlebih saat tahap pengumuman 

calon pemenang, maka dapat digolongkan ke dalam indikasi 

persekongkolan angka 11 huruf b Pedoman Pasal 22 tentang Larangan 

                                                
98   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 22 Agustus 2013.
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Persekongkolan dalam Tender, yaitu indikasi persekongkolan pada 

saat pengumuman calon pemenang yang meliputi tanggal 

pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas. 

Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang perlu melakukan upaya untuk mengatasi 

hambatan ini agar pada saat listrik padam server tidak menjadi drop 

yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pengadaan. 

b. Faktor Non Teknis

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang telah melakukan upaya untuk mengatasi

hambatan non teknis dimana pihak pemenang tender dihubungi oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Panitia pengadaan 

memberi pesan kepada pemenang tender agar berhati-hati terhadap 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Di samping itu, 

panitia pengadaan juga mengharapkan agar pemenang tender 

melakukan konfirmasi kepada panitia pengadaan terlebih dahulu 

apabila pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan meminta 

sejumlah uang kepada pemenang tender.99 Upaya tersebut dilakukan 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang dengan harapan agar pemenang tender tidak mengalami 

kerugian yang dapat menghambat pelaksanaan pengadaan barang di 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

                                                
99   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 12 Desember 2013.
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Malang dan diharapkan dapat mencegah terjadinya persekongkolan 

tender dan dapat memperkecil terjadinya persekongkolan tender.

c. SDM

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi 

hambatan SDM dari penyedia barang/jasa.100 Tidak ada upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pihak penyedia 

barang/jasa dalam menggunakan sistem ini dapat mengganggu 

jalannya proses pelaksanaan e-procurement di Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Pihak penyedia 

barang/jasa kesulitan untuk upload dokumen sehinggga 

mengakibatkan proses pelaksanaan e-procurement di Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tidak 

terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang perlu melakukan 

upaya untuk mengatasi hambatan ini agar hambatan ini tidak 

memperbesar kemungkinan dalam terjadinya persekongkolan sesuai 

Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender 

angka 3 huruf e, yaitu indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi 

perusahaan/pra lelang dimana panitia memberikan perlakuan 

khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu dan indikasi angka 10 

huruf a, yaitu jumlah peserta tender lebih sedikit dari jumlah peserta 

                                                
100   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 12 Desember 2013.
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tender sebelumnya, serta indikasi persekongkolan angka 11 huruf c 

dan d, yaitu indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon 

pemenang yang meliputi peserta tender memenangkan tender 

cenderung berdasarkan giliran yang tetap dan ada peserta tender yang 

memenangkan tender secara terus menerus.

d. Keterbatasan Perangkat dari Penyedia Barang/Jasa

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi 

hambatan eksternal keterbatasan perangkat baik software maupun 

hardware dari penyedia barang/jasa.101 Keterbatasan perangkat yang 

dimiliki pihak penyedia barang/jasa dapat menghambat proses 

pengadaan yang mengakibatkan pelaksanaan e-procurement di Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang tidak terlaksana dengan lancar. akibat yang timbul dari 

hambatan berupa keterbatasan perangkat ini dapat digolongkan 

menjadi persekongkolan tender sesuai Pedoman Pasal 22 tentang 

Larangan Persekongkolan dalam Tender angka 3 huruf e, yaitu 

indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan/pra lelang 

dimana panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku 

usaha tertentu dan indikasi angka 10 huruf a, yaitu indikasi 

persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender 

dimana jumlah peserta tender lebih sedikit dari jumlah peserta tender 

                                                
101   Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 12 Desember 2013.
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sebelumnya. Untuk menghindari adanya indikasi tersebut, maka Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang diharapkan melakukan upaya untuk mengatasi hambatan ini.

Di samping menerapkan sistem e-procurement dalam pengadaan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yang dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa 

menjadi lebih efektif dan efisen, transparan, terbuka, tercipta persaingan yang 

sehat, dan menghindari penyimpangan baik KKN maupun persekongkolan 

tender, Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang juga melakukan beberapa upaya untuk mencegah 

terjadinya persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, 

diantaranya sebagai berikut:102

1. Pembentukan panitia pengadaan dilaksanakan setiap tahun anggaran. 

Pemilihan anggota panitia dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Pemilihan 

dilakukan berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan kecakapan dalam 

pengadaan barang/jasa. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari indikasi 

adanya persekongkolan saat pembentukan panitia dalam pengadaan 

barang/jasa.

2. Membuka kesempatan seluasnya-luasnya dan tidak membatasi kepada 

pihak rekanan manapun termasuk yang berada di daerah dan kota lain 

yang akan berpartisipasi dalam pengadaan yang dilakukan, tanpa 

mengabaikan persyaratan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada.

                                                
102 Wawancara dengan Bapak Yani Prasetyo selaku panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Malang, 22 Agustus 2013.
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3. Panitia pengadaan Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang mencari informasi lengkap tentang 

produk dan jasa yang akan ditender sebelum menyusun proses pengadaan 

sehingga mendapatkan kualitas terbaik dengan biaya yang efisien.

4. Berhati-hati dalam menetapkan pemenang tender dan mengundang 

penyedia barang/jasa baru untuk menghindari indikasi persekongkolan 

pada saat evaluasi dan penetapan pemenang. Hal tersebut dilakukan untuk 

mencegah adanya peserta tender yang memenangkan tender berdasarkan 

giliran yang tetap maupun adanya peserta yang memenangkan tender 

secara terus menerus.



104

BAB V 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 

Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Tata cara pelaksanaan e-

procurement dimulai dengan rencana umum pengadaan barang/jasa, 

dilanjutkan dengan tahap persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan, 

diantaranya pembuatan paket dan pendaftaran, pemberian penjelasan, 

pemasukan kualifikasi, pemasukan penawaran dan evaluasi, menetapkan 

dan mengumumkan pemenang, sanggahan, pembuatan surat penunjukan 

penyedia barang/jasa, dan penandatanganan kontrak.

2. Hambatan pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang adalah hambatan internal berupa keterbatasan SDM dan 

ketidaklancaran sistem yang digunakan dalam proses pelaksanaan e-

procurement. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami diantaranya 

kendala teknis yang terjadi karena listrik padam, kendala non teknis 
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berupa gangguan dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, 

penyedia barang/jasa yang belum memahami sistem e-procurement, dan 

keterbatasan perangkat dari penyedia barang/jasa. 

3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan internal berupa 

ketidaklancaran sistem dengan melakukan penambahan hardware dan 

pembenahan jaringan. Sedangkan untuk hambatan internal berupa 

keterbatasan SDM, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan 

Bangunan Kota Malang belum melakukan upaya untuk mengatasi 

hambatan tersebut. Belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan eksternal dari pelaksanaan e-procurement di Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Di samping 

itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota 

Malang melakukan upaya lain untuk mencegah terjadinya persekongkolan 

tender adalah dengan pembentukan panitia pengadaan setiap tahun 

anggaran, membuka kesempatan luas kepada semua pihak termasuk yang 

berada di daerah lain untuk berpartisipasi dalam tender, mencari informasi 

lengkap tentang produk dan jasa yang akan ditender sebelum menyusun 

proses pengadaan, dan berhati-hati dalam menetapkan pemenang tender 

serta mengundang penyedia barang/jasa baru untuk mencegah adanya 

peserta tender yang memenangkan tender berdasarkan giliran yang tetap 

maupun adanya peserta yang memenangkan tender secara terus menerus.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai sanksi bagi pihak-pihak 

yang melakukan kecurangan dalam proses pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa yang dilakukan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam sistem e-procurement sangat 

diperlukan agar dapat menunjang kelancaran dari proses pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang sehingga memperkecil kemungkinan 

terjadinya persekongkolan tender.

3. Bagi panitia pengadaan diperlukan adanya pelatihan secara berkala untuk 

mendeteksi persekongkolan tender dengan bantuan lembaga persaingan 

atau konsultan hukum agar memahami upaya pencegahan persekongkolan 

dengan mengetahui indikasi-indikasi yang mengarah pada persaingan 

tidak sehat.
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Maria Avilla Cahya Arfanti

NIM. 0910113142



117

Informasi Lelang
Kode Lelang 353192

Nama Lelang 
Pembangunan Sarana Air Limbah (Septic Tank Komunal) Perumahan 
Bulan Terang Utama Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang (DAK 
Perumahan dan Permukiman)

Tahap Lelang Saat ini Lelang sudah selesai

Agency
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah 
Kota Malang

Satuan Kerja PPK tahun 2013
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung Metode Kualifikasi Pascakualifikasi
Metode Dokumen Satu File Metode Evaluasi Sistem Gugur
Anggaran 2013 - APBD
Nilai Pagu Paket Rp 5.000.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 4.880.773.000,00
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Harga Satuan

Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal

Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan Kota Malang - Malang (Kota)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin 
Usaha

Klasifikasi

SIUJK
1. Bidang Tata Lingkungan klasifikasi Non kecil; 2. masih 
berlaku

SBU
1. Bidang Tata Lingkungan dengan Sub Bidang Pengolahan Air 
Limbah termasuk perawatannya (25005); 2. masih berlaku.

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki 
laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN 
sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; 
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki 
laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN 
sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; telah memenuhi 
kewajibanperpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki 
laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23(bila ada transaksi), PPh Pasal 
25/Pasal 29 dan PPN(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) 
bulan terakhir dalam tahun berjalan (April s/d Juni 2013). Peserta dapat 
mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal 
(SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal 
penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan 
Data Kualifikasi 

* Memiliki pengalaman pada bidang Tata Lingkungan dengan Sub Bidang 
Pengolahan Air Limbah termasuk perawatannya .

* Memiliki Tenaga Ahli/ TenagaTeknis/Terampil dengan kualifikasi minimal 
sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP.

* Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan 
melaksanakan Pekerjaan ini sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP.

* Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank 
pemerintah/swasta untuk mengikiuti pengadaan barang/jasa nilai paling 
kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS.

* Memiliki Sertifikat : Manajemen Mutu (ISO 9001) yang masih berlaku; 
Manajemen Lingkungan (14001) yang masih berlaku; Manajemen 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3/OHSAS) yang masih berlaku; 

* Surat Pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya 
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama 
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

* Surat Pernyataan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan 
usahanya tidak masuk dalam daftar hitam

Peserta Lelang 13 peserta [Detil...] 
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Tahap Lelang Saat Ini

Tahap Mulai Sampai
History 

Perubahan

Pengumuman Pascakualifikasi 13 Agustus 2013 12:00 16 Agustus 2013 15:00 Tidak ada

Download Dokumen Pengadaan 13 Agustus 2013 12:00 16 Agustus 2013 15:00 Tidak ada

Pemberian Penjelasan 15 Agustus 2013 09:00 15 Agustus 2013 10:00 Tidak ada

Upload Dokumen Penawaran 16 Agustus 2013 08:00 19 Agustus 2013 09:00 Tidak ada

Pembukaan Dokumen Penawaran 19 Agustus 2013 09:15 22 Agustus 2013 23:00 Tidak ada

Evaluasi penawaran 20 Agustus 2013 08:00 26 Agustus 2013 08:00
1 Kali 
Perubahan

Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan 
Pembuktian Kualifikasi

26 Agustus 2013 08:00 27 Agustus 2013 15:00 Tidak ada

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 28 Agustus 2013 09:00 28 Agustus 2013 18:00 Tidak ada

Penetapan pemenang 28 Agustus 2013 09:00 28 Agustus 2013 23:00 Tidak ada

Pengumuman Pemenang 28 Agustus 2013 09:00 28 Agustus 2013 23:00 Tidak ada

Masa Sanggah Hasil Lelang 29 Agustus 2013 09:00 02 September 2013 09:00 Tidak ada

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 03 September 2013 09:00 03 September 2013 15:00 Tidak ada

Penandatanganan Kontrak 05 September 2013 09:00 05 September 2013 15:00 Tidak ada
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Pemenang Lelang

Nama Lelang
Pembangunan Sarana Air Limbah (Septic Tank Komunal) Perumahan Bulan 
Terang Utama Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang (DAK Perumahan dan 
Permukiman)

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Agency
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah 
Kota Malang

Satker PPK tahun 2013
Pagu Rp 5.000.000.000,00
HPS Rp 4.880.773.000,00
Nama Pemenang PT. BULAN TERANG UTAMA

Alamat JL. RAYA MONDOROKO UTARA NO.999 DS. BANJARARUM 
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

NPWP 02.042.746.4-657.000
Harga Penawaran Rp 4.728.348.000,00
Hasil Evaluasi

No Nama Peserta Administrasi Teknis
Harga 

Penawaran
Harga 

Terkoreksi
Pemenang Alasan

1
PT. ROGABE 
PASTRI

2
CV. NABILA 
PUTRA

3
PT. RINJANI 
CIPTA 
PRATAMA

4
CV. EMPAT 
BINTANG

5 AZKA AQDAM

6
PT. Mulia Mukti 
Sejahtera

Jangka waktu 
pelaksanaan tidak 
sesuai dengan 
yang 
dipersyaratkan

7
AMZAR KARYA, 
PT

Jangka waktu 
pelaksanaan tidak 
sesuai dengan 
yang 
dipersyaratkan

8
PT.SIMBARA 
KIRANA

Tidak 
meyampaikan 
jaminan 
penawaran

9
KUSUMA JAYA 
ABADI 
CONSTRUCTION

10
PT. BULAN 
TERANG 
UTAMA

Rp 
4.728.348.000,00

Rp 
4.728.348.000,00

11
PT. MUSTIKA 
ZIDANE KARYA

Jangka waktu 
pelaksanaan tidak 
sesuai dengan 
yang 
dipersyaratkan

12
cv. karya 
bersaudara

13
CV.Kridho Yakti 
Bangun
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SALINAN 
NOMOR 13, 2012

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan 
Pemerintah Kota Malang perlu dilaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

b.   bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 
131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 
Tahun 2011, perlu diatur tata cara pelayanan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551);

2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

5.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3354);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
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tealah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 
Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 
Nomor 59);

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 
Nomor 66);

22. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.

BAB 1 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
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6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa 

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

7. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-

Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet 

dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang 

pengadaan barang/jasa secara elektronik.

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Malang yang merupakan unit pelaksana yang memfalisitasi Unit Layanan 

Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik.

9. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Daerah.

10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya 

disingkat LKPP adalah Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk 

melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa 

pemerintah;

11. Sistem Pengadaan secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah 

kesisteman meliputi aplikasi dan database pengadaan barang/jasa secara 

elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat pengadaan barang/jasa secara 

elektronik LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit 

organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas untuk menangani pekerjaan 

pengadaan barang/jasa pemerintah daerah secara terintegrasi dan terpadu 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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16. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan 

penyedia barang/jasa.

17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan 

yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa 

Lainnya.

18. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement.

19. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna 

yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

20. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh 

pengguna untuk memverifikasi User ID kepada SPSE.

21. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk 

mendapatkan kode akses (user id dan password) ke dalam sistem aplikasi 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

22. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh 

LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/ 

pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password

dan penyampaian notifikasi persetujuan.

23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/ 

ULP/Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/ Penyedia Barang/Jasa yang 

berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melaksanakan kolusi, korupsi dan 

nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi 

elektronik yang dilekatkan, tersasosiasi atau terkait dengan informasi 

elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.

25. Aplikasi Pengamanan Dokumen yang selanjutnya disebut Apendo adalah 

aplikasi pengamanan dokumen yang dipakai untuk enkripsi dan deskripsi 

dokumen pengadaan di dalamnya atas informasi elektronik (identitas digital) 

yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan informasi elektronik lainnya sebagai verifikasi dan autentikasi.

26. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ 

atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami orang yang 

mampu memahaminya.
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27. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk 

melakukan pengawasan pada instansi Pemerintah.

28. Audit adalah pengujian atas obyek pemeriksaan dengan cara 

membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar untuk 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di 

lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, persaingan sehat, adil dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah 

Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelaksanaan e-Procurement di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui LPSE.

(2) E-Procurement sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengadaan :

a. barang;

b. pekerjaan konstruksi;

c. jasa konsultasi; dan

d. jasa lainnya.

(3) E-Procurement sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan :

a. pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah 

yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

APBN/APBD; dan 

b. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Badan Usaha Milik 

Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya dibebankan 

pada APBN/APBD.

(4) E-Procurement sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui 

aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.



126

BAB IV
ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 4
(1) Semua pihak yang terkait dengan e-Procurement wajib mentaati etika dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa 

pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib:

a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang 

terdiri dari User ID dan password;

b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi 

elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum;

c. Menjunjung tinggi Pakta Integritas dengan tidak melakukan perkongsian 

dan/atau pengaturan untuk kepentingan memenangkan pihak tertentu 

dengan jalan antara lain praktik suap, kolusi, dan nepotisme; dan

d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam e-

Procurement.

(3) Semua pihak dilarang:

a. Mengganggu, mengacaukan, meng-hack dan/atau merusak sistem e-

Procurement; dan

b. Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam 

sistem e-Procurement yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB V
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Pasal 5
(1) Para pihak yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari:

a. PA/KPA;

b. PPK;

c. ULP/Panitia Pengadaan;

d. Penyedia Barang/Jasa; dan

e. LPSE.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah para pihak 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI
JENIS PEMILIHAN

Pasal 6
(1) Jenis pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:
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a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan 

pelelangan umum dan pelelangan sederhana;

b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan 

pelelangan umum dan pemilihan langsung; dan

c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi yang dilakukan dengan seleksi 

umum dan seleksi sederhana.

(2) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa mengikuti metode yang tersedia 

pada aplikasi SPSE.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Bagian Kesatu
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8
(1) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan:

a. Mengindentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan SKPD;

b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan 

Barang/Jasa;

c. Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara 

Pengadaan Barang/Jasa dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;

d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang paling sedikit memuat:

1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;

2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan;

3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 

4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

(2) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun anggaran 

berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada 

tahun anggaran berjalan.

(3) Rencana Umum Pengadaan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat 

luas melalui website www.malangkota.go.id, papan pengumuman resmi serta 

Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE www.lpse.malangkota.go.id setelah 

rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPRD sebelu pengumuman 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
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Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan

Pasal 9
(1) PPK menyerahkan surat berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada ULP/Panitia 

Pengadaan.

(2) Surat beserta lampirannya  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

berbentuk Dokumen Elektronik. 

(3) Penyerahan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2), 

dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.

(4) PPK yang belum mendapatkan kode akses (User ID dan Password) aplikasi 

SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai Pengguna SPSE dengan 

memberikan surat keputusan/perintah/penunjukan sebagai PPK.

Pasal 10
(1) ULP/Panitia Pengadaan menerima, menyimpan, dan melaksanakan 

pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK.

(2) ULP/Panitia Pengadaan menyerahkan surat keputusan tentang kepanitiaan 

untuk paket pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (User 

ID dan Password) untuk masing-masing nama yang tertera dalam 

kepanitiaan.

(3) ULP/Panitia Pengadaan membuat dokumen pengadaan dalam bentuk 

softcopy.

(4) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan di 

luar aplikasi SPSE.

Pasal 11
(1) Penyedia Barang/Jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE 

wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan 

verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

Pasal 12
(1) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-

nama yang tercantum dalam surat keputusan tentang 

penunjukan/pengangkatan PPK, Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan 

untuk paket pemilihan. 
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(2) LPSE melakukan verifikasi jati diri Pimpinan perusahaan terhadap Penyedia 

Barang/Jasa yang telah melaksanakan pendaftaran melalui aplikasi SPSE 

namun belum tercatat sebagai Pengguna LPSE.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1
Pembuatan Paket dan Pendaftaran

Pasal 13
(1) ULP/Panitia Pengadaan membuat paket dalam aplikasi SPSE, lengkap 

dengan informasi paket dan sistem pengadaan, berdasarkan informasi yang 

diberikan PA/KPA/PPK maupun keputusan internal ULP/Panitia Pengadaan.

(2) ULP/Panitia Pengadaan memasukkan nomor surat dan file atau softcopy

yang diterbitkan oleh PPK yang menjadi dasar pembuatan paket 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) ULP/Panitia Pengadaan membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan, 

dimana penentuan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap 

pengumuman, pengambilan dokumen lelang dan pemasukan dokumen 

penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja. 

(4) File dokumen pengadaan diunggah (upload) pengadaan pada aplikasi SPSE.

(5) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket 

pemilihan baru/awal.

(6) Untuk Penyedia barang/Jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium 

atau bentuk kerja sama lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh 

Pimpinan (leadfirm) konsorsium atau bentuk kerja sama lain.

Paragraf 2
Pemberian Penjelasan

Pasal 14
(1) Proses pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online tanpa 

tatap muka melalui aplikasi SPSE. 

(2) ULP/Panitia Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya 

boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan 

terakhir. 

(3) ULP/Panitia Pengadaan dilarang menjawab pertanyaan dengan 

mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan 

dimaksud sekaligus pada akhir jadwal. 
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(4) Dalam hal waktu tahap penjelasan berakhir, ULP/Panitia Pengadaan masih 

mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

belum terjawab.

(5) Untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelum tahapan penjelasan 

berakhir (10 menit terakhir), ULP/Panitia Pengadaan dapat menambah waktu 

penjelasan.

(6) Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir yang dijawab pada masa 

penambahan waktu, Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan untuk 

memberikan pertanyaan kembali.

(7) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberi informasi lapangan ke 

dalam dokumen pemilihan, ULP/Panitia Pengadaan dapat melaksanakan

proses penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.

Pasal 15
(1) Pelaksanaan proses penjelasan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (7), ULP/Panitia Pengadaan menunjuk seseorang atau 

beberapa tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzing) yang telah 

ditetapkan oleh PPK dan melaksanakan penjelasan lanjutan dibuktikan 

dengan berita acara penjelasan lanjutan.

(2) ULP/Panitia Pengadaan tidak perlu membuat berita acara penjelasan 

pekerjaan. 

(3) Perubahan (addendum) dapat dilakukan secara berulang dengan batas akhir 

2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir. 

(4) Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) menjadi bagian dari addendum, jika 

tidak ada addendum maka Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) menjadi 

bagian dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

(5) Peserta yang tidak mengikuti penjelasan pekerjaan tidak dapat digugurkan.

Paragraf 3
Pemasukan Kualifikasi

Pasal 16
(1) Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang 

tersedia pada aplikasi LPSE. 

(2) ULP/Panitia Pengadaan dilarang meminta Penyedia Barang/Jasa untuk 

mengupload softcopy lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam data 

isian kualifikasi.
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(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang memasukkan softcopy data kualifikasi pada 

fasilitas penggunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE termasuk 

Apendo.

(4) Jika formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE 

belum mengakomodir data kualifikasi yang diminta oleh ULP/Panitia 

Pengadaan, maka data kualifikasi dimaksud diupload pada fasilitas 

pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. 

(5) Pada prakualifikasi, ULP/Panitia Pengadaan dapat memanfaatkan fasilitas 

komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta Penyedia 

Barang/Jasa melengkapi formulir kualifikasinya.

(6) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, penyedia barang/jasa 

menyetujui pernyataan berikut:

a. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 

pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan 

kegiatan usahanya.

b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta 

perorangan tidak masuk dalam daftar hitam; dan

c. Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemui 

bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, 

maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia 

dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, 

gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak 

berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemasukan Penawaran

Pasal 17
(1) Dokumen penawaran disampaikan dengan bentuk file yang diunggah melalui 

Apendo penyedia dalam SPSE. 

(2) Penyampaian penawaran secara 1 (satu) file, yaitu penyampaian dokumen 

penawaran administrasi, teknis, dan harga dalam satu file penawaran, 

dimana evaluasi dilakukan setelah file administrasi, teknis, dan harga 

terbuka. 

(3) Penyampaian penawaran secara 2 (dua) file, yaitu penyampaian dokumen 

penawaran administrasi dan teknis dalam satu file, dan penawaran harga 

dalam file penawaran lainnya, dimana evaluasi administrasi, dan teknis 

dilakukan sebelum file penawaran dibuka.
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Pasal 18
(1) Surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam 

proses e-Procurement tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel 

sehingga Penyedia Barang/Jasa tidak perlu mengunggah (upload) hasil 

pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan 

basah dari pihak lain, contoh: surat dukungan bank, surat keterangan fiskal 

(tax clearance).

(2) Surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh Pemimpin/Direktur 

perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima 

kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya atau Kepala 

Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan 

dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah 

yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

Pasal 19
(1) Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia Barang/Jasa mengirimkan 

file penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian 

dengan menggunakan Apendo penyedia. 

(2) Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan upload file penawaran secara 

berulang untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai 

dengan batas akhir pemasukan penawaran.

(3) Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan 

Apendo yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan 

Apendo.

(4) Apendo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan oleh Lembaga 

Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE.

(5) ULP/Panitia Pengadaan bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan 

jadwal tahap pemasukan penawaran dengan ketentuan wajib meng-input-kan 

alasan yang sebenarnya.

Paragraf 5
Pembukaan Penawaran dan Evaluasi

Pasal 20
(1) Pada tahap pembukaan penawaran, ULP/Panitia Pengadaan mengunduh 

(donwload) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan 

Apendo Panitia. 
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(2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang 

tersedia pada aplikasi SPSE.

(3) ULP/Panitia Pengadaan dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 

(tiga) penawaran terendah.

(4) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi *.rhs), 

ULP/Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang 

tidak dapat dibuka (deskripsi) kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE 

dapat menyampaikan file penawaran dimaksud kepada LKPP.

(5) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (deskripsi) yang 

disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan 

memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada ULP/Panitia 

Pengadaan.

(6) Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan pemunduran jadwal.

Pasal 21
(1) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) dilakukan secara 

manual (offline) di luar aplikasi SPSE dan selanjutnya hasil evaluasi 

dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE.

(2) ULP/Panitia Pengadaan wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat 

jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran. 

(3) Ketidakabsahan atau kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap 

softcopy surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP/Panitia Pengadaan dapat 

berakibat pada gugurnya syarat administrasi.

Pasal 22
(1) Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli 

dilaksanakan terhadap calon pemenang. 

(2) Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk 

melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk 

menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE. 

(3) Penggunaan aplikasi Apendo oleh bukan pihak yang sebenarnya akan 

berakibat penawaran dianggap tidak sah.

Paragraf 6
Sanggahan

Pasal 23
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(1) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada 

ULP/Panitia Pengadaan melalui aplikasi SPSE. 

(2) Aplikasi SPSE digunakan ULP/Panitia Pengadaan untuk menjawab 

sanggahan yang diajukan peserta pemilihan yang dikirimkan pada batas 

akhir waktu tahap sanggah. 

(3) Dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan memberikan 

pemberitahuan informasi sanggahan banding kepada ULP/Panitia 

Pengadaan melalui fasilitas yang telah tersedia dalam aplikasi SPSE.

(4) Kealpaan atau kelalaian pemberitahuan informasi sanggahan banding oleh 

peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak 

menggugurkan proses sanggahan banding.

(5) Mekanisme sanggah banding dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Paragraf 7
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 24
PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan 

menggunakan fasilitas dan berdasarkan format penulisan yang tersedia dalam 

aplikasi SPSE.

Paragraf 8
Penandatanganan Kontrak

Pasal 25
(1) Disertai dengan asli dokumen penawaran, pemenang lelang melakukan 

penandatanganan kontrak dengan PPK yang dilakukan di luar SPSE. 

(2) PPK memasukkan informasi mengenai kontrak dalam aplikasi SPSE. 

(3) PPK dapat menggugah softcopy kontrak atau ringkasan kontrak dalam 

aplikasi SPSE.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 26
Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman 

lelang dan pengumuman pemenang paket pekerjaan dengan format dan isi yang 

tersedia pada aplikasi SPSE serta mengirim informasi tertentu melalui email

kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.
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Bagian Kedua
Pemilihan Ulang dan Evaluasi Ulang

Pasal 27
(1) Dalam hal ULP/Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan 

pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka ULP/Panitia Pengadaan harus 

memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi 

ulang.

(2) Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui 

email kepada semua peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.

(3) Dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan teknis operasional, 

ULP/Panitia Pengadaan dapat memutuskan untuk melanjutkan/mengulang 

lelang.

(4) Lelang ulang dilaksanakan dengan memasukkan data lelang baru termasuk 

membuat dokumen pemilihan baru dan membuat jadwal baru.

(5) Evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadwal pada 

tahapan evaluasi dan seterusnya, dan melakukan proses evaluasi 

selayaknya evaluasi awal.

Bagian Ketiga
Surat Jaminan Penawaran

Pasal 28
(1) Surat jaminan penawaran dapat disampaikan berupa sotfcopy dan 

dimasukkan pada dokumen penawaran.

(2) ULP/Panitia Pengadaan dapat meminta Penyedia Barang/Jasa untuk 

menyampaikan surat jaminan asli dari bank, perusahaan penjamin atau 

asuransi dan contoh produk kepada LPSE atau tempat lain yang ditentukan 

oleh ULP/Panitia Pengadaan.

(3) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa hanya mengirimkan softcopy jaminan 

penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak dapat 

digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada 

penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan.

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh ULP/Panitia 

Pengadaan wajib dinyatakan dalam dokumen pemilihan.

Bagian Keempat
Perubahan Jadwal

Pasal 29
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ULP/Panitia Pengadaan dapat mengubah jadwal tahap pemilihan dan wajib 

mengisi alasan perubahan.

Bagian Kelima
Daftar Hitam (Blacklist)

Pasal 30
LPSE dapat menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE apabila ditemukan 

pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan 

permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Panitia Pengadaan berkaitan dengan 

blacklist.

Bagian Keenam
Audit

Pasal 31
(1) Auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak 

akses memasuki aplikasi SPSE.

(2) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-

nama yang tercantum dalam surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektorat.

Pasal 32
(1) Proses audit e-Procurement dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan 

dalam aplkasi SPSE.

(2) Auditor hanya dapat mengakses informasi, data, mengunduh, dan membuka 

file, baik yang disampaikan oleh ULP/Panitia Pengadaan maupun peserta 

pemilihan paket pekerjaan yang menjadi onyek audit sebagaimana tercantum 

dalam surat tugas.

(3) Auditor dapat menemui ULP/Panitia Pengadaan untuk memperoleh informasi 

dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
(1) SKPD wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk 

sebagian paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

(2) SKPD wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk 

seluruh paket-paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2), pada Tahun Anggaran 2014.

(3) SKPD mulai menggunakan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa 

disesuaikan dengan kebutuhan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
(1) ULP/Panitia Pengadaan dapat membatalkan/menggagalkan proses pemilihan 

apabila dalam hal sedang berlangsungnya proses pemilihan, karena 

peristiwa, kejadian tertentu yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat 

dilaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis, keadaan kahar).

(2) Terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi 

SPSE, ULP/Panitia Pengadaan wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita 

Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

Pasal 36
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 1 Juni 2012

WALIKOTA MALANG,

     ttd.

          Drs. PENI SUPRAPTO, M.AP

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012
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Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003


